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ABSTRAK

Akad mudharabah dalam deposito berjangka adalah akad
implementasi di BPRS Artha Mas Abadi. Sebagai pengetahuan baru,
masyarakat masih banyak yang belum memahami secara mendalam
yang menjadi pernak — pernik dalam keuangan Islam. Sekarang
saatnya menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama
kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk dapat mewujudkan
perekonomian yang lebih transparan dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana
pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. (2)
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito
mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. Jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data primer
dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi
dari BPRS Artha Mas Abadi Pati, sedangkan untuk data sekunder
peneliti menggunakan dokumen, buku — buku, dan karya ilmiah yang
berkaitan dengan teori penghimpunan dana deposito mudharabah.
Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis
menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : (1) Pelaksanaan
deposito mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati antara lain: (a)
nasabah sebagai shahibul maal menyetorkan dana minimal Rp.
1.000.000, (b) jangka waktu waktu 3, 6,12 bulan, (c) dana yang
diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan penalti 0,6 %,
kecuali nasabah tersebut di awal akad melakukan kesepakatan apabila
jatuh tempo belum diambil maka otomatis diperpanjang yang disebut
yang disebut deposito ARO, (d) dalam perjanjian pihak BPRS tidak
menjelaskan kepada nasabah tetang bagi hasil tetapi menjelaskan suku
bunga padanan dalam membagi keuntungan. (2) Tinjauan Hukum
Islam terhadap pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas
Abadi Pati, pelaksanaan deposito iB mudharabah pada BPRS Artha
Mas Abadi Pati belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi
dikarenakan dari segi perhitungan persentase bagi hasil antara nasabah
dengan BPRS menggunaan sistem perhitungan equivalen rate atau
suku bunga padanan. Besar persentase perhitungan bagi hasil dihitung
dari modal nasabah bukan dari keuntungan yang diperoleh dari produk

xiii



pembiayaan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi
sah tidak terjadi rusak pada akad mudharabah diantaranya bebas dari
bunga.

Kata kunci: deposito, mudharabah,bunga
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Skripsi ini mengungkapkan praktek akad mudharabah dalam
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi
menghimpun dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan
kembali kepada masyarakat. Menurut undang - undang
Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat
dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Kegiatan bank
mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding
(penghimpunan dana). Penghimpunan dana bank adalah upaya
yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam pengelola atau
mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas funding untuk
disalurkan kepada aktifitas financing, dengan harapan bank yang
bersangkutan tetap mampu memenuhi likuiditas (kemampuan
lembaga untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera
harus dipenuhi), rentabilitas (kemampuan lembaga untuk
menghasilkan laba selama periode tertentu), dan solvabilitas
(kemampuan lembaga untuk membayar semua utangnya baik

jangka pendek maupun jangka panjang).

! |smail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011,
him. 30
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Melalui bank, kelebihan dana — dana tersebut dapat
disalurkan kepada pihak — pihak dana.? Salah satu produk
penghimpunan dana tersebut adalah deposito. Deposito
merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan
investasi dalam bentuk surat — surat berharga. Pemilik deposito
disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan
bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada
para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan
dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh
sebagian bank dianggap sebagai dana mahal. Bunga adalah
imbalan atas penggunaan sejumah uang berdasarkan perjanjian
pinjam — meminjam uang. Bunga sebagai imbalan telah
ditentukan secara sepihak oleh kreditur per (setiap) satuan waktu
(harian,minggunan, bulanan, tahunan) dari suatu pemanfaatan
sejumlah cash withdrawal atau penarikan dana dari suatu
transaksi pinjam meminjam uang.® Keuntungan bagi bank dengan
menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan
relatif lebih lama, deposito memiliki jangka waktu yang relative
panjang dan frekuensi penarikan juga jarang.

Deposito telah menjadi pilihan investasi bagi banyak
orang. Keunggulan utama yang dimiliki adalah aman dan

cenderung minim risiko, sehingga investor dapat lebih tenang

2 Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Jakarta:
Salemba Empat, 2013, him. 87

® Sugeng Widodo, Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam
Yogyakarta: Kaukaba, 2014,him. 49.
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menanamkan dananya. Fitur produk deposito (deposito
berjangka) pada dasarnya terletak pada jangka waktu penarikan
dan bunga dengan berbagai variasinya. Semakin panjang jangka
waktu maka bank akan memberikan imbal lebih tinggi bagi dana
yang ditanamkan investor. Jangka waktu deposito biasanya
bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan.
Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan
maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau
setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai
maupun non tunai dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang
diterimanya. Disamping bunga, aspek pembukaan dan penutupan
deposito berjangka juga perlu dan merupakan yang dapat menarik
minat nasabah.

Deposito dapat dibuka dalam valuta rupiah atau valuta
asing. Dari segi penarikannya ditentukan secara pasti dalam
bilyet deposito yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan —
ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Karakter
pokok dari deposito berjangka adalah penarikannya yang tepat.
Bunga akan dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya atau
sekaligus dibayarkan ketika deposito telah jatuh tempo
sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam praktik bank
konvensional, biasanya pihak deposan membuka rekening
simpanan di bank yang bersangkutan sehingga bunga deposito
pada saat jatuh tempo langsung bisa ditransfer ke rekening

deposan. Namun, jika tidak terdapat rekening khusus, bunga
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deposito tersebut dapat menambah jumlah pokok deposito
nasabah yang bersangkutan sampai dengan jatuh temponya.*

Banyak masyarakat yang mendepositokan dananya
dibank dikarenakan hasil bunga yang menjanjikan. Para ulama
berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan karenanya
menurut Hukum Islam bunga bank diharamkan. Instrumen bunga
ditiadakan dalam lembaga keuangan syariah karena diidentikkan
dengan riba yang diharamkam dalam Islam.

Berkaitan dengan riba, Allah SWT berfirman dalam Al —

Qur’an surat Ali Imron ayat 130:

Artinya : *’ Hai orang — orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu
kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Yang dimaksud riba disini ialah riba nasi’ah. Menurut
sebagian besar ulaman bahwa riba nasiah itu selamanya haram,
walapun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, nasiah
dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan
oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu
barang dengan barang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya

karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti

4 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, him. 163-164.
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penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.
Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiaha yang berlipat
ganda yang umum terjadi dalam dalam masyarakat Arab zaman
Jahiliyah

Sebagai pengetahuan baru, masyarakat masih banyak
yang belum memahami secara mendalam apa — apa yang menjadi
pernak — pernik dalam keuangan Islam, antara marjin, dan bagi
hasil bila dibandingkan dengan pemahaman masyarakat terhadap
lembaga bunga. Sekarang saatnya menunjukan bahwa muamalah
syariah dengan filososfi utama kemitraann dan kebersamaan
(sharing) dalam profit dan risk dapat mewujudkan perekonomian
yang lebih adil dan transparan. Dalam mewujudkankannya para
pakar ekonomi Islam mengembangkan lembaga keuangan Islam,
seperti Bank Syariah. Didirikannya bank Islam dilatarbelakangi
olen keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam
kegiatana muamalahnya.

Yang menjadi daya tarik Bank Islam dalam mengemban
dana masyarakat tersebut tidak memberikan imbalan bunga
kepada penyimpan dana, maka daya tarik bank Islam bagi
penyandang dana (shahibul maal) adalah bila bank islam dapat
memberikan kembalian (return on invesment) yang memadai.
Produk — produk perbankan yang ditawarkan Bank Islam yaitu
produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Bank
syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan

Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank
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Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan syariah merupakan
institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan
prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di
bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang
terdapat dalam sistem perbankan konvensional.” Bank syariah
mempunyai ciri — ciri yang berbeda dengan bank konvenional
antara lain :

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad
perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang
besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan
untuk tawar — menawar dalam batas wajar. Beban biaya
tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan
kesepakatan dalam kontrak.

2. Didalam kontrak — kontrak pembiayaan proyek, bank
syariah  tidak menerapkan perhitungan berdasarkan
keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada
hakikatnya yang mengetahu tentang ruginya suatu proyek
yang dibiayainya bank hanya Allah semata.

3. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani

antara pihak pemilik modal dengan pihak yang

® Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar —Dasar dan Dinamika
Perkembangan di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016,hIm. 1- 2.
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membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu
fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan
bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan
siap sewaktu — waktu apabila dana diambil®
Bank Syariah menawarkan berbagai jenis produk
pembiayaan dan penghimpunan dana yang diperbolehkan sesuai
dengan prinsip syariah. Salah satu yang akan dibahas penulis
adalah jenis produk penghimpunan. Penghimpunan dana dari
masyarakat dapat dilakukan dengan akad wadiah dan
mudharabah. Dengan menghimpun dana dari masyarakat, maka
bank syariah akan membayar biaya dalam bentuk bonus untuk
akad wadiah dan bagi hasil untuk akad mudharabah.
Penghimpunan dana yang akan dibahas oleh penulis disini adalah
penghimpunan dana deposito berjangka dengan akad
mudharabah.Deposito  merupakan dana investasi  yang
ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara
bank dan nasabah investor.
Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara
lain 1,3,6,12,24 bulan. Dalam pasal 1 angka 22 Undang —
Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan: deposito adalah

investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang

211

® Abdul Manan jakarta penerbit prenadamedia group 2016 cet ke 3 him 210-
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tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad
antara nasabah dan bank syariah dan / atau Unit Usaha Syariah.
Kemudian dalam akad mudharabah deposito berjangka yang telah
diatur dalam fatwa DSN/No. 03/DSN — MUI/IV/2000. Dalam
fatwa tersebut ketentuan umum mengenai deposito yang terdapat
dalam bank syariah tersebut adalah:
1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu
deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan
prinsip mudharabah.’

Deposito mudharabah merupakan kategori investasi,
sehingga disebut invesments accounts bukan saving accounts
sebagaimana tabungan. Dana deposito pada prinsipnya tidak
boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan (off call),
kecuali pada tanggal yang telah disepakati. Akan tetapi jika
deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada
tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan denda
sesuai dengan kebijakan bank.®

Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir
isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non ARO. ARO

(automated roll over), artinya deposito berjangka tersebut apabila

” Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 03/DSN — MUI/IV//2000, Tentang
Deposito.

8 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik, Yogyakarta: Teras,
2012,him. 150-151.
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telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank
tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka.
Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang
jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang ditanda
dengan non ARO artinya deposito berjangka yang tidak dapat
diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat
jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu
dicairkan , dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke
kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dar
deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan.
Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening
tabungan atau rekening giro, maka dananya disimpan dalam
bentuk titipan atau kewajiban segera. Bank syariah memberikan
imbalan atas penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil
yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan
nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito
berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat
deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat
dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang
dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung
dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito

berjangka. °

® Ismail, ibid him. 93.
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Pembagian atas hasil usaha atau bagi hasil yang telah
dilakukan oleh pihak — pihak yang melakukan yaitu pihak
nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak
yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang
dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi
sesuai dengan porsi masing — masing pihak yang melakukan akad
perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah
ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah merupakan
presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha
yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Nisbah
untuk deposito berjangka dengan jangka waktu satu bulan akan
berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga
bulan dan seterusnya.

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue
sharing vyaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas
penjualan dan /atau pendapatan kotor atas usaha sebelum
dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing
dihitung dengan mengkalikan Nisbah yang telah disetujui dengan
pendapatan bruto. Misal Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10
% dan 90 % untuk nasabah. Dalam hal bank, sebagai mudharib
dan nasabah sebagai shahibul maal, bila bank syariah
memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang
diterima oleh bank adalah Rp. 10 % x Rp. 10.000.000,- = Rp.
1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar
Rp. 9.000.000,-. Bagi hasil dengan menggunakan profit / loss
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sharing merupakan dasar perhitungan yang dihitung dari laba /
rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan
memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut
menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Misalnya bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah
Rp 900.000,- ( 90 % X( Rp 10.000.000,- - Rp 9.000.000,-,)).
Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- - ( 10 % x (
10.000.000,- - 9.000.000,-). Sesuai pemaparan diatas
masyarakat mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman
untuk melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang).
Masyarakat yang kelebihan dana membutuhkan keberadaan bank
syariah untuk menitipkan dananya atau menginvestasikan
dananya dengan aman. Masyarakat akan merasa lebih aman
apabila uangnya diinvestasikan di bank syariah.

Salah satu Bank syariah yang akan diteliti penulis adalah
BPRS Arta Mas Abadi Pati. BPRS Arta Mas Abadi merupakan
salah satu unit usaha Pesantrena Maslakul Huda yang diasuh oleh
Alm. KH. MA. Sahal Mahfudh. Sistem keuangan syariah di
lingkungan Pesantren Maslakul Huda dirintis melalui Unit
Simpan Pinjam Syariah ( USPS) Koperasi Pesantren Maslakul
Huda sejak Februari 2002, melalui proses pemersiapan yang
seksama, Pesantren Maslakul Huda memperoleh ijin prinsip
untuk mendirikan bank syariah pada 14 Nopember 2005 (
Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor

7/ 1776/DPbS ) disusul penerbitan ijin usaha pada tanggal 1 Juni
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2006 ( Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomo
08/46/KEP.GBI/2006),dan membuka melayani masyarakat
umum sejak tanggal 28 Juni 2006.

Produk — produk penghimpunan dana yang ada di BPRS
Arta Mas Abadi Tabungan Ib wadiah, Tabungan iB haji,
Tabungan Ib masa depan, Tabungan iB pendidikan, Tabungan Ib
gurban, deposito iB mudharabah, dan deposito khusus.
Pelaksanaaan deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi
terdadapat beberapa jangka waktu diantaranya 3 bulan dengan
nisbah bagi hasil 31 %, 6 bulaln dengan nisbah bagi hasil 35 %,
12 bulan dengan nisbah bagi hasil 39 %. Equivalen rate per bulan
deposito berjangka 1 bulan 0,62 %, deposito berjangka 3 bulan
0,62% , deposito berjangka 6 bulan 0,71 %, deposito berjangka
12 Bulan 0,79 %.

BPRS Arta Mas Abadi menawarkan produk deposito
mudharabah dengan prinsip mudharabah mutlagah. Dalam
perjanjian akad deposito mudharabah dijelaskan bahwa nasabah
sepakat untuk perbandingan bagi hasil untuk nasabah. Dalam
penghitungan bagi hasil pihak BPRS menggunakan perhitungan
equivalen rate atau disetarakan dengan suku bunga dari bank
konvensional. Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis
sangat tertarik untuk mengadakan penelitian ditempat tersebut
dengan judul ¢* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad
Mudharabah dalam Deposito Berjangka Studi Kasus BPRS
Arta Mas Abadi.
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Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Arta
Mas Abadi Pati ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan
deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi ?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan deposito
mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi Pati.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap
pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Arta Mas Abadi
Pati.

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1.

2. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan
referensi mengenai praktek terhadap simpanan berjangka.

3. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap
pengembangan Hukum Ekonomi Islam.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan mengenai deposito berjangka
sudah banyak yang mengkaji. Penelitian tentang deposito
berjangka yang tersusun secara ilmiah yang sudah ada, guna

menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama.
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Adapun buku — buku atau literatur yang membahas tentang
deposito berjangka antara lain:

Dalam buku *’Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer
Kiat — Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami masalah akad
syariah ° yang ditulis oleh Irma Devita Purnamasari dan
Suswinarno menjelaskan bahwa deposito merupakan adanya
pihak — pihak yang melakukan akad yakni banbk atau deposan.
Bank sebagai pengelola dana, sementara nasabah sebagai pemilik
dana. Dana yang disetorkan oleh nasabah ke rekening
mudharabah akan dikelola oleh bank demgan sedemikian rupa,
yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada nasabah sesuai
nisbah yang telah disepakati di awal.

Kemudian dalam buku *’ Penghimpunan Dana dan
Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah” karya Wiroso
menjelaskan tentang pemdahuluan, pengetian deposito, landasan
syariah tentang deposito, rukun deposito, ketentuan tentang
deposito mudharabah, aplikasi deposito mudharabah, deposito
modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana,
sehingga tidak dapat ditarik sewaktu — waktu, pembagian hasil
usaha dalam deposito sesuai dengan nisbah yang telah disepakati
dimuka antara nasabah dan bank syariah yang bersangkutan.
Pembahasan dalam buku ini dijelaskan bahwa deposito atau
simpanan berjangka yang diperbolehkan adalah deposito dengan

prinsip mudharabah.
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Kemudian didalam Jurnal Hunafa Vol.5 No. 1, April
2008 : 59-66, oleh Abd. Basyir Marjudo, “’Pemberdayaan Umat
Melalui Bank Syariah’’. Dalam analisisnya penulis menjelaskan
bahwa uang m erupakan modal serta faktor dan produksi
yang penting. Modal tidak boleh diabaikan, manusia
berkewajiban menggunakannya dengan baik agar teru8s
produktif dan tidak habis digunakan. Modal tidak boleh
menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha
manusia.

Bagi pemilik uang yang tidak mampu mengelola
uangnya, para ulama mengembangkan cara — cara yang direstui
Al- Qur’an dan Sunnah Nabi, seperti melalui bentuk murabahah,
mudharabah atau musyarakah. Bentuk — bentuk tersebut akan
mendorong pemilik modal untuk tidak membiarkan modalnya
tersimpan tanpa perputaran pelayanan dan pengelolaan bank
syariah sudah menetapkan bentuk — bentuk antara lain deposito
bank syariah. Deposito bank syariah adalah deopsito berdasarkan
mudharabah mutlagah. Dengan prinsip deposito dimanfaatkan
secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha dari
pembiayaan antara deposan dan bank syariah sesuai kesepakatan.

Kemudian Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 1, Juni
2011 oleh Risma Nur Arifah, ©° Akad Mudharabah Dalam
Produk Pembiayaan Bank Syariah’’, dalam jurnal ini membahas
bahwa dalam produk penghimpunan dana prinsip mudharabah

mutlagah dapat diterapkan dalam pembukaan rekening deposito



16

mudharabah. Ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam
menerapkan prinsip mudharabah, Bank wajib memberitahukan
kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian
keuntungan, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda
penyimpanan deposito kepada deposan.

Selain menggunakan buku — buku panduan sebagaimana
yang telah penulis kutip diatas untuk menghindari adanya
duplikasi, maka penulis sertakan skripsi yang sudah dilakukan
oleh peneliti terdahulu dengan objek kajian penelitian yang
hampir sama, yaitu skripsi Suryo Wicaksono Mawasid, Nim |
00008 0009 dalam program sarjana Syariah di Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *° Tinjauan Hukum
Islam terhadap pengelolaan dana deposito syariah di BNI Syariah
Cabang Surakarta. Dalam skripsi ini penulisn memaparkan akad
deposito syariah di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah
memenuhi rukun dan syarat mudharabah kecuali penerapan hak
pengawasan nasabah terhadap bank. Dalam alokasi penyaluran
dana BNI Syariah Cabang Surakarta menyalurkan dana kepada
produk — produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Maka dari sinilah penulis ingin melakukan penelitian lebih
mendalam mengenai pelaksanaan praktik deposito berjangka

kemudian ditinjau dari hukum Islam.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research)yang dilakukan langung di BPRS Artha Mas Abadi Pati
guna mendapatkan data yang terkait dengan fokus penelitian
yang akan dikaji yaitu pelaksanaan praktek dalam simpanan
berjangka. Penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung
dari lapangan, bak berupa observasi, interview, dokumentasi.
Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris
(Applied Law Research) atau nondoktrinal.
2. Sumber Data
a. Data primer
Data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli atau
sumber pertama, baik melalui observasi, interview,
maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang
akan diolah oleh peneliti. Dalam sumber penelitian ini data
diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu di BPRS
Artha Mas Abadi Pati.
b. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen —
dokumen resmi, buku — buku yang berhubungan dengan
objhek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,
skripsi, dan peraturan perundang — undangan. Metode ini
dimaksudkan untuk menggali data keputusan dan konsep —

konsep serta catatan yang berkaitan dengan simpanan
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berjangka. Seperti catatan harian, buku — buku tentang
ekonomi Islam, mapun catatan buku yang berkaitan dengan
lembaga keuangan Islam. Sumber — sumber ini dipakai
sebagai referensi dalam memahami pelaksanaan praktek
simpanan berjangka dalam perspektif hukum Islam.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian ini  penulis

menggunakan metode berikut :

a. Observasi adalah mengumpulkan data langsung dari
lapangan. Data observasi dapat berupa gambaran tentang
sikap, kelakuan perilaku tindakan keseluruhan interaksi
dalam penelitian tersebut. Peneliti terlibat dan melibatkan
diri bersama — sama. Peneliti dapat menghayati keadaa,
tingkah laku, interaksi, atau perbuatan sumber informasi
yang diteliti.

b. Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik
yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data. Suatu
interaksi antara peawancara dan sumber informasi atau
orang yang diwawancaraimelalui komunikasi langsung.

c. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan

mempelajari catatan — catatan mengenai data pribadi
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responden, buku — buku, atau surat kabar dan lain
sebagainya. *°

4. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah data — data terkumpulpenulis
melakukan analisis dengan melakukan metode penelitian
kualitatifyang menghasilkan data deskriptif berupa kata — kata
tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait metode yang

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh
gambaran skripsi secara keseluruhan , maka disini akan penulis
sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga
sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN

Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan, bab ini akan membahas tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
telaah pustaka, manfaat penelitian, sistematika
penulisan skripsi.

BAB Il  : Kerangka dasar akad mudharabah dan deposito
berjangka, bab ini sebagai awal dari pembahasan yang
meliputi beberapa bagian diantaranya : pengertian

mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan

10 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitan
Gabungan, Jakarta: Kencana, 2014, him 388.
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syarat mudharabah, jenis — jenis mudharabah, ketentuan
akad mudharabah, sebab — sebab yang membatalkan
mudharabah, pengertian deposito, dasar hukum
deposito, jenis — jenis deposito, pengelolaan dana
deposito berjangka dengan akad mudharabah.
Pelaksanaan Praktik Akad Mudharabah dalam
Deposito Berjangka BPRS Artha Mas Abadi yang
meliputi, profil BPRS Artha Mas Abadi, manajemen
pengelolaan dana, akad — akad yang digunakan,
pelaksanaan praktik akad mudharabah dalam deposito
berjangka di BPRS Artha Mas Abadi Pati.

. Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis
terhadap syarat dan rukun pelaksanaan akad
mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi, analisis
terhadap praktik bagi hasil deposito berjangka di BPRS
Artha Mas Abadi Pati.

: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup
yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran —

Saran.



BAB Il
KONSEP DASAR AKAD MUDHARABAH
DAN DEPOSITO BERJANGKA

A. Akad Mudharabah
1. Pengertian mudharabah

Mudharabah dalam bahasa Arab juga berasal dari
kata:—_b= yang sinonimnya: 3, seperti dalam kalimat:
Al & B8l @ jlayang artinya, 48 41 Jadlyakni : ia memberikan
modal untuk berdagang kepada si fulan. Istilah mudharabah
dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh
penduduk Irak. Sedangkan ahli ( penduduk) Hijaz
menggunakan istilah giradh, yang diambil dari kata gardh
yang artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemilik
modal memotong  sebagian dari  hartanya  untuk
diperdagangkanolehamildan  memotong  sebagian  dari
keuntungannya.'Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (
DSN) No. 07/DSN-MUI/1V/2000 juga menjelaskan bahwa,
mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh
Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk usaha
yang produktif. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan

Syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100

tAhmad Wardi Muslich. Figh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010,him. 365

21
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% kebutuhan suatu proyek ( usaha),sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.”
Adapun pengertian mudharabah yang dikemukakan
oleh para ulama sebagai berikut:
a. Dalam buku Figih Islam Wa Adillatuhu, karya Wahbah
Zuhaili mendefiniskan mudharabah ialah:

e 0y e A VL b WL W e O

“Akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola
untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama
antara3 keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka
buat.””’

b. Menurut Sayyid Sabbiqg, secara istilah yang dimaksud

mudharabah adalah:
g\\uw,\}\cﬂgv\i@fd@w&wm La s 5guailly
O d b g )l 055 O Jo jad 3 =Y
ade

“Yang dimaksud dengan mudharabah disini adalah suatu
akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan
uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan

2 Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 07/DSN-MUI/I\VV/2000,Tentang
Mudharababh.

® Wahbah Zuhaili, Al — Figh Al — Islamiy wa Adillatuh, Juz 4, Dar Al —
Fikr, Damaskus, 1989 him. 836.
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dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka
berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.””

c. Menurut Tagi Usmani, mudharabah adalah kemitraan
khusus dimana satu mitra ( rabbul ul maal) memberikan
uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha komersil,
sementara manajemen dan kerja menjadi tanggung jawab
mudharib. °

d. Menurut Al Mushlih dan Ash Shawi mudharabah adalah
penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga
sehingga ia mendapatkan persentasen keuntungan. °

e. Dalam Fatawa al — Mu ashirah mudharabah dalam figh
Islam merupakan salah satu jenis dari syrikah yang
didalamnya ada pokok modal (ra’s al - mal) dari satu pihak
dan pekerjaan (‘amal) dari pihak yang lain. ’

f. Menurut Zuhaily, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismail
Nawami dalam bukunya mendefinisikan mudharabah
ialah:

> Akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama

bertindak sebagai pemilik dana ( shahibul maal ) yang

menyediakan seluruh modal , dan pihak kedua sebagai

4 Sayid Sabig,Figh As — Sunnah, Juz 3, Dar Al — Fikr, Beirut,
1981,him.212.

 Sugeng Widodo, Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam,
Yogyakarta: Kaukaba (anggota IKAPI), 2014,him.121.

6 Ascarya, Akad dan Produk Bank Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2012.him 60.

"Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya,2015, him. 59.
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pengelola usaha (mudharib). Keuntungan yang didapatkan

dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk
presentase (nisbah).®

g. Menurut para Fukaha, mudharabah ialah akad antara dua
pihak (orang)saling menanggung, salah satu pihak
menyerahkan hartanya kepadaa pihak lain untuk
diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari
keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat
— syarat yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti
setengah atau sepertiga dengan syarat — syarat yang telah
ditentukan.

h. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang
tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam
keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang
lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

PN P DU F E VS RO [Vt Y-S

i. Malikiyah berpendapat, bahwa mudharabah ialah:

S R R e

(adly cadlly il

“Dalam akad perwakilan pemiik harta mengeluarkan
hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan
pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”’

8 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2012, him.141.
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j. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa mudharabah ialah:
@ﬁ@wgwuwuyw&\wug%oisju

o pskee plin 5%
“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran
tertentu pada orang yang berdagang dengan bagian dari
keuntungan yang diketahui.’’
k. Ulama Syafiiyah berpendapat, bahwa mudharabah ialah:

ah IS 2 Y jasd ab OF sk die
“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya
kepada yang lain mudharabah ditijarahkan.”’

. Dasar Hukum Mudharabah
a. Dasar Hukum mudharabah dalam Al — Qur’an adalah:
Firman Allah QS. Al — Muzammil ayat:

b Y

ﬁ.‘a s - PR I
-

x A \ PR N T PP
Jad e 03 2N § O 09155
Artinya: “’Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah. . (4] Muzammil 20).

Al-Qur’an, surat al- Bagarah ayat 198:

25 E~z - £a _g4

O R LA e et

M\ ‘J}j véﬁf)ww‘wg‘cb@ﬁ
deo

beremdly aladl aildl dus AT 1y5em3B cie 2

A - - w 2 2 P

ST o) a3 2 s o emia LS
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Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (
rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu
telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di
Masy arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah
sebagaimana yang ditunjukkan — Nya kepadamu; dan
sesungguhnya kamu sebelum itu benar — benar termasuk
orang yang sesat. (QS. al — Bagarah 198).°

b. Al- Hadist
Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib ra:

Wi O cab oy i Wl I ey ped) W
e (2 o Lo o8 s o o) s e el
SN )y ks g e B Lo B Sy JB 1 B4l s
Coll I U I B Msly casylally ¢l L) ) 1A fed

(i o5 ale ol oly)) (Y
Artinya: Hasan bin Ali al — Khalal menyampaikan kepada
kami dari Bisyr bin Tsabit al — Bazzar, dari Nashr bin al —
Qasim, dari Abdurrahim bin Dawud, dari Shahih bin Shuhaib,
dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal
yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai.
Mugaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum
dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
dijual. *’ ( HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).™

SAl- Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, him 31,
% |bnu Majah, Sunan lbnu Majah juz 2, ( Kairo: Dar al — Fikr, 2010,
Nomor Hadist: 2289),him.314.
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c. Kaidah Figih
Artinya: “’Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh

>

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya’’.

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap
transaksi muamalah, pada dasarnya boleh, seperti jual — beli,
sewa — menyewa, kerjasama (mudharabah atau musyarakah),
dan lain sebagainya, kecuali yang diharamkan seperti
mengakibatkan kemadharatan, judi, dan riba.

Dari dasar hukum al — Qur’an, al — hadist dan kaidah
figh makadiperbolehkannya mudharabah karena dasar hukum
tersebut adalah dasar utama dari hukum Islam. **

3. Rukun dan Syarat Mudharabah
Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah
ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu :

a. Pelaku akad, yaitu shahibul maal ( pemodal) adalah pihak
yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan
mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis,
tetapi tidak memiliki modal.

b. Objek akad, yaitu modal (maal)kerja (dharabah), dan
keuntungan (ribh).

c. Shighah, yaitu ijab dan gabul..*”

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga

rukun mudharababh, yaitu:

11 A, Djazuli, Kaidah — Kaidah Fikih (Kaidah — Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah — Masalah yang Praktis), Jakarta: Kencana, 2007, him. 130.
12 Ascarya, ibid him 62
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a. Aqgid, yaitu pemilik modal dan pengusaha (amil mudharib).
b. Ma’qud alaih yaitu modal, tenaga kerja, dan keuntungan.
c. Shighat, yaitu ijab dan gabul.
Menurut Abdul Aziz dalam bukunya yang berjudul Figh
Muamalah rukun mudharabah :
1) Shighat
Yaitu ijab dan gabul dengan ucapan apa saja yang
membawa makna giradh atau bagi hasil karena yang menjadi
maksud adalah makna sehingga boleh dengan ucapan apa saja
yang menunjukkan hal itu seperti jual beli dengan ucapan
pemilikan. Jika shighat dengan ucapan yang menunjukkan akad
seperti saya memberikan giradh kepadamu atau saya angkat
kamu menjadi pekerja saya atau dengan ucapan kata lampau,
maka gabul (penerimaan) harus dengan ucapan, dengan
mengatakan saya terima dan tidak cukup gabul hanya dengan
perbuatan seperti mengambil uang setelah si pemilik modal
mengatakan saya memberi kamu giradh dengan pembagian
keuntungan begini diantara kita, namun harus didahului oleh
ucapan.
2) Dua pihak yang berakad
Yaitu pemilik modal dan pekerja. Keduanya harus
memenuhi syarat — syarat sebagai berikut:
Syarat pertama, bagi si pemodal sama dengan syarat
yang memberi hak wakil dan bagi si pekerja sama dengan

syarat yang menjadi wakil sebab akad giradh merupakan wakil



29

atau perwakilan, maka tidak boleh salah satunya orang yang
lemah ingatan (idiot), anak kecil, dan bukan orang gila
sedangkan orang buta boleh jika dia mempunyai modal dan
bukan pekerja. Bagi orang gila, yang masih di bawah umur, dan
idiot, maka siapa saja dari walinya yang memiliki keahlian
boleh menjadi wakil mereka dalam berakad walaupun dibayar
dengan bayaran yang lebih mahal dari yang lain karena ini bisa
mendatangkan manfaat bagi mereka selama tidak ada lagi
pilihan lain.

Syarat kedua, ada izin secara mutlak, tidak boleh bagi
si pemodal mempersempit ruang gerak si pekerja, jika dia
berkata kepada pekerjanya umpamanya jangan kamu membeli
sesuatu sebelum kamu bermusyawarah denganku atau jangan
membeli kecuali tepung putih, maka ini semua sama dengan
mempersempit pekerja dan tidak bisa mewujudkan tujuan akad
karena tujuan dari giradh adalah mendapat keuntungan dan bisa
jadi si pekerja tidak mendapat keuntungan jika ditentukan
barang dan orangnya.

Syarat ketiga, si pekerja bebas bekerja, agar dia bisa
bekerja kapan saja dia mau dan yang dilarang dalam hal ini
adalah jika si pemodal ikut campur dalam pekerjaan si pekerja
sebab boleh bagi satu orang pemodal memberikan giradh
kepada lebih dari satu pekerja dalam satu waktu sebagaimana ia
juga boleh membayar yang satu setengah keuntungan dan yang

lainnya seperempat atau sepertiga.
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3) Harta
Harta dalam akad giradh terdapat beberapa syarat ialah:

Syarat pertama, berupa uang, yaitu yang sudah dicetak
atau belum yang terbuat dari emas dan perak berupa uang
dirham atau dinar yang murni.Syarat kedua, hendaknya modal
diketahui jumlah, jenis, dan sifatnya, maka tidak boleh berakad
terhadap yang tidak diketahui jumlahnya untuk menghindari
jahalah (ketidaktahuan) terhadap keuntungan, sehingga perlu
diisyaratkan untuk mengetahui jumlah modal agar pekerja tahu
berapa yang akan menjadi hak miliknya.Syarat ketiga, harta
yang di giradhkan diketahui oleh si pemilik, jika harta tidak
diketahui seperti giradh dengan barang yang ada dalam
tanggungan, baik tanggungan si pekerja atau tanggungan orang
lain (asing), maka akad tidak sah dan jika baru dijelaskan dalam
majlis akad, maka akad menjadi rusak.Syarat keempat,
hendaknya harta diserahkan kepada pekerja, dan dia bebas
berbuat dan bertindak, dan setiap syarat yang bertentangan
dengan hal itu, maka dianggap tidak sah.

4) Pekerjaan

Pekerjaan ini diisyaratkan harus pekerjaan dalam
perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk giradh,
yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan

keuntungan.
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5) Keuntungan
Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dbagi
untuk si pemodal dan pekerja dan tidak dibolehkan ada syarat
untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil
keuntungan karena hartanya dan si pekerja mendapat
keuntungan karena pekerjaannya.”
Sedangkan menurut Syafi’iyah menyatakan bahwa
rukun mudharabah ada lima, yaitu :
1) Modal
2) Tenaga (pekerjaan)
3) Keuntungan
4) Shighat, dan
5) Agidain
Dalam Peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang
harus tercantum dalam akad mudharabah untuk tabungan dan
deposito adalah:
a. Adanya pihak — pihak yang melakukan akad, yakni bank
dan deposan atau penabung.

Bank bertindak selaku pengelola dana ( mudharib),
sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana (shahibul
maal). Jadi,dana yang disetorkan oleh nasabah ke dalam
rekening mudharabah (baik berbentuk giro, tabungan,

deposito) akan dikelola oleh bank dengan sedemikian rupa,

13 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi dalam
Figh Islam, Jakarta: Amzah, 2014,him. 248-259.
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yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada nasabah
sesuai dengan nishah yang telah disepakati di awal.
b. Dananya harus disetor penuh.

Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk
cicilan atau bertahap. Apabila seorang calon deposan akan
mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00 calon
deposan itu harus menyetorkannya secara langsung. Tidak
boleh disetor Rp. 5.000.000,00 kemudian sisanya dicicil
setiap bulan senilai Rp. 1.000.000,00.

c. Pembagian keuntungan dalam nasabah.

Pembagian  keuntungan  dibuatkan  persentase
pembagiannya, misalnya 6:4 yang besarnya ditentukan di
awal.

d. Pada tabungan, nasabah wajib menginvestasikan dana
minimun tertentu

Tidak seperti tabungan wadi’ah, pada tabungan yang
menggunakan skema mudharabah akan ditetapkan adanya
saldo minimum dalam rekening nasabah. Misalnya, minimum
saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00. Artinya jika sewaktu —
waktu nasabah akan menarik dananya, dalam rekening
mudharabah tersebut harus tetap ada dana mengendap
minimal sebesar Rp. 1.000.000,00.

e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.

Walaupun sifatnya tabungan (bukan deposito

misalnya), karena yang digunakan adalah skema mudharabah,
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dana yang ditabungkan tersebut akan digunakan oleh bank
untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai macam usaha
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah
dengan pihak lain. Oleh karena itu, nasabah tidak boleh
mengambil dana tersebut sewaktu — waktu. Harus ditetapkan
akan ditabung oleh nasabah yang bersangkutan dalam jangka

waktu yang telah disepakati diawal akad ( misalnya 1 bulan, 3

bulan, 12 bulan).

f. Biaya operasional dari nisbah bank.

Jadi, dalam pembagian nisbah antara bank dan
nasabah, sudah ditentukan bahwa pembagian keuntungan
(nisbah) yang diterima oleh bank, sudah termasuk biaya
operasional bank dalam memelihara rekening tabungan atau
deposito tersebut. Hal ini berbeda dengan mudharabah untuk
giro, yakni biaya operasional bank dibagi antara bank dan
nasabah berdasarkan nisbah.

g. Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah.

h. Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda
dalam perundang — undangan yang berlaku. Jadi, pada
dasarnya tidak ada jaminan dari bank dalam penyimpanan
dana nasabah di bank syariah. Walau begitu, jika
penjaminan tersebut dilakukan oleh Pemerintah ( dalam hal

ini Lembaga Penjamin Simpanan), hal tersebut dibolehkan
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asalkan tidak diatur secara khusus dalam akad mudharabah
untuk giro dan tabungan.**
4. Jenis — Jenis Mudharabah
a. Mudharabah Mutlagah
Mudharabah Mutlagahmerupakan akad perjanjian
antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib, yang
mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang
diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya
sesuai dengan prinsip syariah. Shahibul maal tidak memberi
batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi
pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan.**Shahibul
maal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada
mudharib untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan
sesuai dengan prinsip syariah Islam. Mudharabah
Mutlagahadalah akad mudharabah dimana shahibul maal
memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib)
dalam pengelolaan investasinya.
Mudharabah Mutlagahdapat disebut dengan investasi
dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan
kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak

mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila

* Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Panduan Lengkap Hukum
Praktis Populer Kiat — Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad
Syariah, Bandung: Kaifa, 2011,hIm. 33-34.

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik,
Jakarta: Gema Insani, 2001, him. 97.
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terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan
kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun
sebaliknya, dalam hal bank syariah (mudharib) melakukan
kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor
(shahibul maal), maka bank syariah wajib mengganti semua
dana investasi mudharabah mutlagah dalam aplikasi
perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan
dan deposito.

Ketentuan umum dari produk mudharabah mutlagah
dijelaskan sebagai berikut:

1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana
mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
dan / atau pembagian keuntungan secara risiko yang
dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah
tercapai  kesepakatan, maka hal tersebut harus
dicantumkan dalam akad.

2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan
buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, kartu ATM,
dan / atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk
deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat
atau tanda penyimpanan ( bilyet) deposito kepada
deposan.

3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh
penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati,

namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
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4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai
dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito
yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan
diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada
akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka
tidak perlu dibuat akad baru.

5) Ketentuan — ketentuan lain yang ada kaitannya dengan
tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah. *®

b. Mudharabah Mugayyadah

Mudharabah Mugayyadah merupakan akad kerjasama
usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama shahibul
maal dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib).
Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib,
dan memberi batasan atas penggunaan dana yang
diinvestasikannya.'” Batasannya antara lain tentang :

1) Tempat dan cara berinvestasi.

2) Jenis investasi

3) Obijek investasi

4) Jangka waktu

6 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group,
2012, him. 2186.

7 Gita Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta:
Salemba Empat, 2013,him 90.
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Mudharabah Mugayyadah terbagi menjadi dua yaitu:
1) Mudharabah Mugayyadah on Balance Sheet
Mudharabah Mugayyadah on Balance Sheet
merupakan akad mudharabah mugayyadah yang mana
mudharib ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang
diinvestasikan oleh shahibul maal. Dalam akad ini, shahibul
maal memberikan batasan secara umum, misalnya batasan
tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan
sektor  usahanya. Ketentuan umum  Mudharabah
Mugayyadah on Balance Sheetsebagai berikut:

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang
harus diikuti oleh bank wajib membuat akad yang
mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan
khusus.

b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana
mengenai nasabah dan tata cara pemberitahuan
keuntungan dan / atau pembagian keuntungan secara
risiko yang dapat menimbulkan dari penyimpanan dana.
Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut
harus dicantumkan dalam akad.

c) Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti
simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari

rekening lainnya.
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d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan
sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito
kepada deposan ( penyimpan). '8

Misalnya nasabah menempatkan dananya dalam
bentuk deposito mudharabah mugayyadah on balance sheet
sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk proyek pembangunan
jalan tol, dalam jangka waktu 10 tahun. Maka batasan yang
diberikan oleh nasabah ( shahibul maal) yaitu terkait dengan
proyek usaha dan jangka waktunya. Bank syariah akan
melakukan investasi atas dana Rp. 1.000.000.000,- khusus
untuk investasi proyek jalan tol dalam jangka waktu tidak
boleh lebih dari 10 tahun. Bagi hasil yang akan diperoleh
shahibul maal, berasal dari pendapatan yang diperoleh
mudharib. Bagi hasil ini harus dipisahkan dari bagi hasil atas
transaksi mudharabah mutlagah.

2) Mudharabah Mugayyadah Off Balance Sheet

Mudharabah Mugayyadah Off Balance Sheet
merupakan akad mudharabah mugayyadah yang mana pihak
shahibul maal memberikan batasan yang jelas, baik batasan
tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta
pihak pelaksana pekerjaan. Mudharib-nya telah ditetapkan
oleh shahibul maal. Bank syariah bertindak sebagai pihak

yang mempertemukan antara shahibul maal dan mudharib.

18 Abdul manan,ibid him. 218
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Bagi hasil yang akan dibagi antara shahibul maal dan
mudharib berasal dari proyek khusus.

Bank syariah, bertindak sebagai agen yang
mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh fee.
Dalam laporan keuangan, mudharabah muqgayyadah off
balance sheet akan dicatat dalam catatan atas laporan
keuangan. *°

Ketentuan umum Mudharabah Mugayyadah Off
Balance Sheet sebagai berikut:

a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti
simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari
rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos
tersendiri dalam rekening administratif.

b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara
langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik
dana.

¢) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan
kedua pihak. Adapun antara pemilik dan pelaksana

usaha berlaku nisbah bagi hasil.?°

19 |smail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2011,him. 86-88.
2 Abdul Manan, ibid him. 218
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5. Sebab — Sebab yang Membatalkan Mudharabah
Mudharabah berakhir ketika ada hal — hal sebagai berikut:

a. Salah satu dari syarat sahnya mudharabah tidak lagi
terpenuhi. Apabila salah satu dari syarat — syarat sahnya
mudharabah tidak terpenuh lagi, sedangkan mudharib telah
menerima harta dan memperdagangkannya, maka dia hanya
berhak memperoleh upah yang wajar karena dia telah
mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan
melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya.
Keuntungan yang ada adalah milik pemilik modal dan
kerugian yang ada adalah tanggungan pemilik modal karena
dalam kondisi ini mudharib hanyalah seorang pekerja yang
tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim.

b. Mudharib bertindak lalim, lalai dalam memelihara harta,
atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan
akad. Dalam kondisi ini mudharabah batal dan mudharib
bertanggung jawab apabila harta mushah karena dialah
penyebab kemusnahannya.

¢. Mudharib atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu

dari keduanya meninggal maka mudharabah berakhir.”*

2 Muhammad Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2009, him. 171-172.
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Deposito Berjangka
1. Pengertian Deposito

Dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Undang — Undang
Nomor 7 Tahun 1922 sebagaimana telah diubah dengan Undang
— Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 7 yaitu:
“Deposito atau disebut deposito berjangka adalah simpanan
dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada
waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan
dengan bank.”’

Jadi, penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini
waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan
perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank pada saat
pembukaan deposito yang bersangkutan. Peruntukkan deposito (
deposito berjangka) ini lebih sebagai instrumen investasi
daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.

Menurut Ahmad Dahlan dalam bukunya deposito adalah
harta benda atau uang yang diberikan ke dalam penguasaan bank
untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan. Bila seseorang
mendepositokan uang ke suatu bank, maka uang tersebut
merupakan harta milik bank dan hubungan antara bank dengan
orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dengan

pihak piutang. Deposito mudharabah merupakan kategori

22 Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia

Implementasi dan Aspek Hukum,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2009,him. 162.
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investasi, sehingga disebut investment accounts bukan saving
accounts sebagaimana dalam tabungan. *

Menurut Ismail deposito mudharabah merupakan dana
investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang
dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah
diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu
dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya
dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada
umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang
diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding
tabungan mudharabah.*

2. Dasar Hukum Deposito

a. Dasar hukum deposito dalam perbankan konvensional
terdapat dalam Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan pasal 1 ayat 7 bahwa: deposito adalah simpanan
yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan
bank.

2 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, Yogyakarta:
Teras, 2012, him. 151.
24 |smail, ibid him. 9.
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b. Dasar hukum deposito mudharabah adalah:
1) Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2008:

a. Pasal 1 ayat 12
“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam
penetapan fatwa di bidang syariah.”’
b. Pasal 1 ayat 17
“Nasabah  penyimpan adalah  nasabah  yang
menempatkan dananya di Bank Syariah dan / atau UUS
dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank
Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.”’
c. Pasal 1 ayat 18
“Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan
dananya di Bank Syariah dan / atau UUS dalam bentuk
Investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau
UUS dan nasabah yang bersangkutan.
d. Pasal 1 ayat 22
“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad
mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara
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nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan / atau
uus.”®
2) Dasar hukum deposito mudharabah dalam Fatwa

Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/1V/2000

adalah:

Pertama : Deposito ada dua jenis:

a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu
deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang
berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua : Ketentuan Umum Deposito Mudharabah

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai
shahibul maal atau pemilik dana, dan bertindak
sebagai mudharib atau pengelola dana.

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat
melakukan berbagai macam usaha yang tidak
bertentangan  dengan  prinsip syari’ah  dan
mengembangkannya, termasuk didalamnya
mudharabah dengan pihak lain.

c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam

bentuk tunai dan bukan piutang.

% Bj.go.id Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah akses pukul 07.49 Wib.
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d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam
bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad
pembukaan rekening.

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional
deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan
yang menjadi haknya.

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang
bersangkutan.

Dasar Hukum deposito mudharabah dalam kodifikasi

Peraturan Bank Indonesia BAB Il Pasal 3,

9/19/PBI/2007 Butir a, SE 10/14/DPbs 2008 Romawi Il

yang berbunyi :

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk

tabungan dan deposito atas dasar akad mudharabah

berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib)
dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

b. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai
batasan —batasan dari pemilik dana.

c. Bannk wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai
karakteristik produk, serta hak dan kewajiban
nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia mengenai transparansi informasi produk

Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
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d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan
atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan
dan Deposito atas dasar akad mudharabah dalam
bentuk perjanjian tertulis.

e. Dalam akad mudharabah mugayyadah harus
dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

f. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan
sesuai waktu yang disepakati.

g. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya
administrasi berupa biaya — biaya yang terkait
langsung dengan biaya — biaya penglolaan rekening.

h. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian
keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang
bersangkutan.

3. Jenis — Jenis Deposito

a. Deposito berjangka
Deposito  berjangka adalah  simpanan  yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu
sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank.
mengingat simpanan ini hanya dapat dicairkan pada saat jatuh
tempo oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet
deposito sesuai tanggal jatuh temponya, maka deposito
berjangka ini merupakan simpanan atas nama bukan atas
unjuk. Apabila deposan menghendaki agar deposito berjangka

nya diperpanjang secara otomatis, maka pihak bank dapat
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memberikan fasilitas perpanjangan otomatis ( automatic roll
over / ARO) .
b. Deposito on Call
Deposito on call adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara
pihak bank dengan nasabah. Semakin besar dana yang akan
ditarik biasanya semakin lama pula jangka waktu
pemberitahuan sebelumnya yang diinginkan oleh pihak bank.
Tingkat bunga biasanya ditetapkan lebih rendah daripada
tingkat bunga deposito berjangka dan lebih tinggi daripada
jasa giro. Deposito on call biasanya digunakan nasabah yang
tidak setiap saat perlu menarik dananyadan keperluan
penarikan dana itu dapat diprediksi oleh nasabah dalam
jangka waktutertentu.
4. Pengelolaan Dana deposito berjangka dengan akad
mudharabah
Berdasarkan Undang — undang Nomor 10 tahun tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 tahun
1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito
berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu — waktu tertentu menurut perjanjian antara

penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Dewan Syariah

% Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, Bank dan Lembaga Keuangan
Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2006,hIm. 97-99
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Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan
bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang
berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini Bank Syariah berindak sebagai mudharib
(pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul
maal (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah,
Bank Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad
pembukaan rekening. Dalam mengeloladana tersebut bank tidak
bertanggung jawab terhadapa kerugian yang bukan disebabkan
oleh kelalainya. Namun apabila yang terjadi adalah mis —
management (salah urus), bank tidak bertanggung jawab penuh
terhadap kerugian tersebut.

a. Perhitungan bagi hasil dari sudut pandang nasabah investor
(pemilik rekening giro, tabungan, deposito).Terdapat tiga
skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank, yakni
sebagai berikut:

1) Mudharabah mugayyadah off balance sheet / RIA off
balance sheet Dalam skema ini, aliran dana berasal dari
satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan
(yang dalam bank konvensional disebut debitur).
Perhitungan bagi hasil misalnya seorang nasabah
investor ingin berinvestasi sebesar 10 milyar dan

disepakati nisbah bagi hasil antara investor dengan
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pelaksana usaha sebesar 35 — 65. Bagi hasil investasi
nasabah investor dapat dihitung dengan sistem berikut.

Jumlah dana investor (A) =10.000.000.000
Dana bank (B) =0

Pembiayaan yang disalurkan (C) =10.000.000.000
A+B =0

Pendapatan dari usaha yang dibiayai (D) = 160.000.000
Nisbah bagi hasil nasabah (G)=0,35

Porsi bagi hasil untuk nasabah investor (H) = 56.000.000
H = ( DxG)

Dengan demikian bagi hasil yang diterima oleh
nasabah investor tersebut pada bulan yang bersangkutan
sebesar Rp. 56.000.000,- sebelum pajak.

2) Mudharabah mugayyadah on balance sheet

Dalam skema ini aliran dana dapat terjadi dari satu
nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam
beberapa sektor terbatas misalnya pertanian, manufaktur,
dan jasa. Perhitungan bagi hasil misalnya seorang nasabah
investor ingin berinvestasi di sektor perdagangan sebesar
100 juta. Total dana mudharabah yang diinvestasikan di
sektor perdagangan adalah 90 milyar. Namun tidak seluruh
dana ini dapat digunakan bank, karena bank harus
menyisihkan 5 % dari dana tersebut sebagai simpanan
wajib di Bank Indonesia (GWM = giro wajib minimum).

Jika bank juga ikut melakukan investasi di sektor
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perdagangan sebesar Rp 14,5 milyar, sehingga jumlah dana
investor dan dana bank untuk sektor perdagangan sebesar
100 milyar.
Disepakati nasabah bagi hasil antara bank dan
investor 50:50 pada akhir bulan sektor perdagangan yang
dibiayai menghasilkan pendapataan sebesar Rp 1,6 Milyar.
Bagi hasil dihitung sebagai berikut:
Jumlah seluruh dana investor (A) =90.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang (B) = 85.500.000.000
dapat disalurkan untuk pembiayaan = Ax (1-GWM)
Dana bank dalam pembiayaan proyek (C) = 14.500.000.000
Pembiayaan yang disalurkan = B+C (D) = 100.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan (E) = 1.600.000.000
Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah/investor (F) = 15,20
F=(B/D) x E (1x A) x 1000
Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima.
Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah / investor (F) = 15,20
Saldo rata — rata harian ( G) = 100.000.000
Nisbah bagi hasil nasabah (H) = 50,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah (I) = 760.000
| = F x (50/100) x (G / 100)

3) Mudharabah mutlagah on balance sheet

Misalnya seorang nasabah investor ingin
melakukan invetasi dengan cara ini sebesar Rp 100 juta,

sedangkan total dan nasabah investor yang ingin
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berinvestasi dengan cara ini sebesar Rp 900 milyar.
Namun, tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank,
karena bank harus menyisihkan 5 % dari dana tersebut
sebagai simpanan wajib di Bank Indonesia (GWM = Giro
Wajib Minimum). Bank juga ikut investasi di sektor
perdagangan sebesar 145 milyar, sehingga jumlah dana
nasabah investor dan dana bank untuk investasi sebesar
1000 milyar.

Disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan
nasabah investor sebesar 35:65 pada akhir bulan, invetasi
yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar 16 milyar.
Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah investor (A) = 900.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang  (B) = 855.000.000.000
dapat disalurkan untuk pembiayaan = Ax (1- GWM)

Dana bank ( C) = 145.000.000.000

Pembiayaan yang disalurkan B + C ( D) = 1.000.000.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan ( E) = 16.000.000.000
Pendapatan dari setiap Rp 1000 dana nasabah / investor (F) = 15,20
F =B/D x E (1/A) x 1000

Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima =

Pendapatan dari setiap Rp 1000 nasabah (F) = 15,20

Saldo rata — rata harian (G) = 100.000.000

Nisbah nasabah (H) = 0,65

Porsi bagi hasil untuk nasabah ( 1) = 988.000
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| = F x (65x 100) x (G x 1000)
b. Perhitungan bagi hasil dari sudut pandang bank

1) Penentuan tingkat bobot

Yang dimaksud tingkat adalah tingkat presentase
produk pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk dana
pembiyaan. Dengan demikian tidak semua dana nasabah
dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan. Hal ini dipengaruhi
oleh adanya tuntutan terlaksannya sistem prudential banking
dan terpenuhinya kebutuhan liquiditas.

Beberapa faktor yang menentukan tingkat bobot
adalah:

a. Tingkat Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh
bank sentral. Untuk Indonesia Bl menetapkan GWM
bagi rupiah 5% dan GWM bagi dollar 3%.

b. Besarnya cadangan dana yang dibutuhkan oleh bank
untuk menjamin terlaksannya operasional perbankan
sehingga bank akan menyimpan cadangan dananya di
atas kewajiban yang 5 %.

c. Tingkat besarnya dana — dana yang ditarik setor oleh
nasabah atau investor (floating).

2) Perhitungan dengan saldo akhir bulan

Bagi bank keseluruhan dana yang dikelolanya akan
dipilah — pilah sesuai dengan jenisnya. Katakanlah bank
mengelompokkannya menjadi giro, tabungan, deposito 1

bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
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3) Perhitungan dengan saldo rata — rata harian.
Bank dapat pula menghitung berdasarkan saldo rata
— rata harian.”” Aplikasi perhitungan bagi hasil pola baru di
Bank Syariah menurut Muhammad sebagai berikut: Dalam
perkembangannya teknik perhitungan bagi hasil untuk dana
pihak ketiga dilakukan perubahan. Perkembangan teknik ini
dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih adil antara
pihak bank dengan nasabah. Hal prinsip yang ada dalam cara
perhitungan bagi hasil yang baru adalah pada aspek bobot
dan pengakuan dana pihak ketiga yang diperhitungkan bagi
hasil sebesar Rp. 1000. Adapun pola perhitungan bagi
hasilnya adalah sebagai beikut:
1) Pengelolaan dana funding

Tata cara bagi hasil funding mudharabah:

a. Diperoleh pendapatan yang akan dibagihasilkan.

b. Penetapan pendapatan yang akan didistribusikan

jenis dn jumlah
¢. Perhitungan hasil investasi untuk setiap Rp 1000
dana nasabah.
d. Diperoleh bagi hasil per Rp 1000 dana nasabah.
e. Distribusi ke setiap nasabah

f. Bagi hasil tiap nasabah.

2" adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan, Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2014,him.372-378.
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2) Kelebihan cara
a. Penyertaan dana shahibul maal dalam investasi
dikoreksi dengan Giro Wajib Minimun.

b. Bobot dihilangkan /diseragamkan = 1.

c. Bobot relatif investasi dalam valuta Asing
d. Cara perhitungan relatif lebih mudah

e. Mempermudah perencanaan

f. Penggunaaan ekuivalen rate dengan hasil
investasi per Rp 1000 dana nasabah mudharabah.
Rumus pendapatan bagi setiap dana nasabah Rp 1000:
E =2x D x5 x1000
Keterangan:
A = Dana pihak ketiga dengan kontrak mudharabah
B = Dana pihak ketiga yang dapat disalurkan pada pembiayaan
C = Pembiayaan yang disalurkan dana bank
D = Pendapatan dari penyaluran pembiayaan
E = Pendapatan bagi setiap Rp 1000 dana pihak ketiga

Rumus porsi bagi hasil nasabah per bulan:

E G
H=——XFX—
1000 1000
Keterangan:

E = Pendapatan bagi setiap Rp 1000 dana pihak ketiga
F = Saldo rata — rata Hariann Nasabah
G = Nisbah nasabah



55

H = Porsi bagi hasil untuk nasabah per bulan.?®
Perhitungan bagi hasil syariah menurut Naf’an
dalam bukunya pembiayaan Musyarakah dan mudharabah
adalah sebagai berikut:
a. Menghitung saldo rata — rata harian sumber dana sesuai

klasifikasi dana yang diambil

_ Total Dana

DA= o

Dimana,
DA = saldo rata — rata harian
N =waktu atau hari

b. Menghitung saldo rata — rata tertimbang sumber dana
yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha — usaha
lainnya.
WA =Y (total dana x jumlah hari periode dana)

c. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam

periode tertentu..

DP =24 x TP
TWA

WA = saldo rata — rata tertimbang
TWA = total saldo rata — rata tertimbang
TP = total pendapatan periode tertentu®

2\Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ibid,him, 147-148
2 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2014,him 91.
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5. Bunga dan Riba

a. Bunga

Bunga secara leksikal sebagai terjemahan dari
interest. Sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus
dinyatakan bahwa,”’interest s a change for a financial
loan, usually percentage of the amount loaned’’. Bunga
adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya
dinyatakan dengan presentase dari uang Yyang
dipinjamkan. ®Macam — macam suku bunga pinjaman:

1) Suku bunga dasar (bank rate )tingkat bunga yang
ditentukan bank sentral untuk pinjaman -
pinjaman yang diberikannya kepada bank — bank
atau tingkat suku bunga untuk mendiskonto surat
— surat berharga yang diambil alihnya.

2) Suku bunga efektif (effective rate) suku bunga
yang sesungguhnyadibebankan dalam tahun. Jika
suku bunga dbebankan sekali setahun, maka suku
bunga nominal sama dengan suku bunga efektif.

3) Suku bunga nominal (nominal rate) suku bunga
atas dasar masa bunga satu tahun.

4) Suku bunga padanan ( equivalent rate) suku
bunga per hari per minggu, per bulan atau per

tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi

®Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP
YKPN,2005,him.40.
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selama jangka waktu tertentu, yang jika dihitung

secara bunga per bunga, memberikan hasil bunga

yang sama.*!
b. Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan,
berkembang, meningkat dan membesar. Dengan kata lain,
riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan, dan
pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi
pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena
menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya
selama periode waktu tertentu.? Sebab — sebab riba
diharamkan terdapat pada firman Allah dalam surat Al —

Bagarah ayat 275:

sl s LS ) Gsss ¥ ‘;SQJT"JQEI Al
ST 16 2 8L aus T g Sl aesg
’iL;;;,o;tauﬂ \y;\g}J&’J pipgear &i'ji’f’z/
NP \J;j AT J; P T W R PR R B

34L>Lv—9 i [OESAIEAF

3Henricus W. Ismanthono, Kamus Istilah Ekonomi Populer Jakarta: Buku
Kompas,2003, him 251.

%2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan
lustrasi, Yogyakarta: Ekonisia,2003.him. 11
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Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang
yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Riba menghendaki pengambilan harta orang lain
dengan tidak ada imbalannya, seperti seseorang
menukarkan uang kertas Rp. 10.000,- dengan uang
recehan senilai Rp. 950,- maka uang senilai Rp 50,- tidak
ada imbangannya, uang senilai Rp 50,- adalah riba. Riba
menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama
manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan
manfaat utang — piutang sehingga riba lebih cenderung
memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.
Adapun macam — macam ribas secara garis besar dibagi
menjadi dua bagian yaitu riba jali dan merupakan riba
khafi. Riba jali sama dengan riba nasiah, sedangkan riba
khaf merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba.

Menurut para ulama riba dibagi menjadi 4 macam

yaitu:



1)

2)

3)

4)
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Riba Fadhli, yaitu tukar menukar barang sejenis yang
barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda, misalnya
menukar 10 kg beras. Barang yang sejenis, misalnya
beras dengan beras, uang dengan uang, emas dengan
emas.

Riba qardi, yaitu utang piutang dengan menarik
keuntungan bagi piutangnya, misalnya seorang
berutang Rp. 25.000,- dengan perjanjian akan dibayar
Rp. 26.000,- atau seperti rentenir yang meminjamkan
uangnya dengan pengembalian 30 % per bulan.

Riba yadh, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang
sebelum menerima barang yang dibelinya dari si
penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada
siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima
dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.

Riba nasa’i, yaitu melebihkan pembayaran barang
yang diperjualbelikan atau diutangkan karena
dilambatkan waktu pembayarannya. Menurut A. M.
Saefuddin, bunga identik dengan riba, maka dari iitu
perbuatan membungakan uang adalah haram
hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat
bunganya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang
dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk
tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga

yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang
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panjang atau pendek adalah termasuk riba.
Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana
ulama yang lain didasarkan pada ayat tentang
keharaman riba yang ada dalam Al — Qur’an surat Al-
Bagarah ayat 275 dan tentu saja diperkuat oleh hadist
Nabi. Secara akal menurut A. M. Saefuddin hakekat
pelarangan riba (bunga bank) dalam Islam adalah
fenomena penolakan terhadap resiko finansial
tanbahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau
modal maupun jual beli yang dibebankan kepada
salah satu pihak ( debitur) saja sedangkan pada pihak

yang lai (kreditur) dijamin keuntungannya.®

% Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan

Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah, Yogyakarta: Ull Press,2005,

him. 84.
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PELAKSANAAN PRAKTEK AKAD MUDHARABAHDALAM
DEPOSITO BERJANGKA BPRS ARTHA MAS ABADI PATI

A. Profil BPRS Arta Mas Abadi

PT. BPRS Artha Mas Abadi merupakan salah satu unit
usaha Pesantrean Maslakul Huda yang diasuh oleh KH. Abdul
Ghaffar Rozin. Sistem Kkeuangan syariah di lingkungan
Pesantrean Maslakul Huda dirintis melalui Unit Simpan Pinjam
Syariah( USPS) Koperasi Pesantren Maslakul Huda sejak
Februari 2002, melalui proses pemersiapan yang seksama,
Pesantren Maslakul Huda memperoleh memperoleh ijin prinsip
untuk mendirikan bank syariah pada 14 Nopember 2005 (
Keputusan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor
7/1776/DPbs) disusul penerbitan ijin usaha pada 01 Juni 2006 (
Surat  Keputusan  Gubernur  Bank Indonesia  Nomor
08/46/KEP.GBI1/2006), dan membuka diri melayani masyarakat
umum sejak tanggal 28 Juni 2006.

Letak geografis PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi di JI.
Raya Pati — Tayu Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati.!

Adapun Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Artha Mas

Abadi terdiri dari susunan pengurus dan pengelola %

Yhttps://arthamasabadi.wordpress.com. Tanggal 3 Oktober 2017 pukul 20.00

Wib.
2 Bagan Struktur BPRS Artha Mas Abadi Pati tahun 2017.
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Struktur Organisasi Umum PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : H. Abdul Ghofarrozin

Komisaris : H. Ahmad Mutamakin

Dewan Pengawas Syariah

Anggota : H. Ghufron Halim, SE, MM.
Anggota : H. Ahmad Manhajussidad, Lc, MSI
Dewan Direksi

Direktur Utama : H. Sri Hariyani

Direktur : Mumu Mubarok, SS,M.El.
Koordinator Operasional : Muhtar Jamil, SE.

Koordinator Operasional membawahi Organisasi di kantor pusat dan
kantor kas.

Kantor Pusat

Kasir : Luci Zulies Ulfiana, S.E.ILA
Adm. Dep / Tab : Anis Arfian Fitriana, S.E.Sy.
Adm Pembiayaan : Isny Choiriyati, S.E.I.
Administrasi Umum  : Khabib Solihin, SE.Sy.
Administrasi SID : Agus Supriyono, S. Kom.
Office Boy / OB : Dwi Maryono

Driver : Ahmad Afifurrohman

Koordinator Kantor Kas

Kas Winong : Moh. Saleh

Kas Cluwak : Muhtar Luthfi, SE.
Kas Pati . Ali Nurhadi
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Pembukuan / penghuung

Office Boy / OB

Koordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S. Pdl

Koordinator pemasaran membawahi organisasi pembantu koordinator
pemasaran wilayah.

Pembantu koordinator pemasaran wilayah:

Pusat . Setiyono, SE.

Winong : Moh. Soleh

Cluwak : Muhtar Luthfi, SE.

Pati - Ali Nurhadi

Bidang Penghimpunan dana : Moh. Jadi SE.

Bidang Remedial : Agus Sa’roni, SE.

Satuan Pengawas Interen : Ahmad Hidayatullah, SHI.

Stuktur Organisasi Wilayah Kerja Pemasaran PT. BPR Syariah
Artha Mas Abadi

Koordinator Pemasaran : Moh. Nurhadi, S. Pdl

Dalam susunan organisasi wilayah kerja pemasaran, koordinator
pemasaran  membawahi pembantu koordinator wilayah, bidang
penghimpunan dana, bidang remedial dan staf — stafnya.

Pembantu Koordinator Wilayah

Pusat : Setiyono, SE.
Winong : Moh. Sholeh
Cluwak : Muhtar Luthfi, SE.
Pati - Ali Nurhadi

Bidang Penghimpunan Dana : Moh. Jadi, SE.
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Bidang Remedial : Agus Sa’roni, SE.
Staf Pemasaran Wilayah
Pusat : Ahmad Mahsun S. Ag
Edi Sulistiyo
Winong : Syamsul Hadi
Ahmad Sahadi
Cluwak : Budi Waluyo
Agus Sutriyono
Pati : Abdul Sukur
Teguh Irfanto
Staf Penghimpunan Dana : Zunaedi
Staf Remedial : Ahmad Ismail, SPd. |

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kas PT. BPR Syariah
Artha Mas Abadi

Koordinator Operasional : Muhtarul Jamil, SE.

Dalam susunan organisasi kantor pelayanan kas, koordinator
operasional membawahi kantor pelayanan kas Winong, kantor
pelayanan kas Cluwak, dan kantor pelayanan kas Pati

Kantor Pelayanan Kas Winong

Koordinator Kantor : Moh. Sholeh

Kasir : Eka Septiana, S.E.I
Pembukuan / Penghubung : Abdul Rohman
Staf Pemasaran : Syamsul Hadi

Ahmad Sahadi
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Kantor Pelayanan Kas Cluwak

Koordinator Kantor : Muhtar Luthfi, SE.
Kasir . Isroatin Nikmah, SEI.
Pembukuan / penghubung : Syaiful Anwar
Staf Pemasaran : Budi Waluyo

Agus Sutriyono
Kantor Pelayanan Kas Pati
Koordinator Kantor - Ali Nurhadi
Kasir : Ana Fitria, S. Kom
Pembukuan / Penghubung : Dwi Kastari
Staf Pemasaran : Abdul Sukur

Teguh Irfanto
Visi :
Membentuk lembaga keuangan mikro berbasis syari’ah yang sehat
dan tangguh sebagai wujud kepedulian Pesantren Maslakul Huda
terhadap masyarakat dan sebagai contoh bagi pesantren — pesantren
lain.
Misi :
a. Misi Umum
1. Memberikan jasa penyimpanan dana masyarakat diwilayah
operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.
2. Memberikan jasa pembiayaan bagi usaha kecil diwilayah
operasional PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati.
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Misi Khusus

1. Menciptakan sumber pendanaan bagi Pesantrena Maslakul
Huda

2. Menciptakan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang
saham. *

B. Perkembangan PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati

Sampai dengan tahun 2017 PT. BPR Syariah Artha Mas

Abadi memiliki 4 ( empat) jaringan kantor yang terdiri dari

kantor pusat dan kantor kas dengan rincian alamat sebagai
berikut:

1.

Kantor Pusat

JI. Raya Pati — Tayu Km. 19. Ds. Waturoyo Margoyoso Pati
Telp. 0295 — 415 0477 Fax. 0295 — 415 0400 Hp. 085 225 100
893.

Kantor Kas Winong

JI. Raya Winong — Pucakwangi Km. 01 Pekalongan Winong
Pati Telp. 0295 — 4101241 Hp. 085 326 670 851.

Kantor Kas Cluwak

JI. Raya Tayu — Jepara Km. 07 Ngablak Cluwak Pati Telp.
0295 — 4545037 Hp. 082 314 006 059.

Kantor Kas Kalianyar Pati

JI. Mr. Iskandar No. | C Kalianyar Pati Telp. 0295 — 4102834
Hp. 082 328 262 770. *

% Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati.
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Pengelolaan dana BPRS Artha Mas Abadi Pati
Pengelolaan dana di BPRS Artha Mas Abadi Pati

dikelola dengan semaksimal mungkin oleh BPRS  untuk
memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, berikut
adalah rincian pengelolaan dana di BPRS Artha Mas Abadi Pati:*
Dana yang disalurkan untuk pembiayaan sebagai berikut:®

a. Pembiayaan murabahah perdagangan Rp. 234.385.841.258,-

b. Pembiayaan Murabahah UKM Rp. 65.092.067,-

¢. Pembiayaan murabahah kolektif Rp. 126.363.554.078,-

d. Pembiayaan musyarakah musiman Rp. 155.108.061.000,-

e. Qardh Rp. 904.820.000,-

f. Transaksi multijasa Rp. 3.854.394.631,-
Dana yang didapat dari penghimpunan dana

a. Tabungan iB wadiah Rp. 214.305. 095.934,-

b. Tabungan iB haji Rp. 89.111.768,-

¢. Tabungan iB masa depan Rp. 48.592.814,-

d. Tabungan pendidikan Rp. 600.504.336,-

e. Tabungan Qurban Rp. 15.314.791,-

f. Deposito Rp. 2.352.100.000,-

g. Deposito nisbah khusus Rp. 5.400.000.000,-
Rata — rata dana pihak ketiga adalah : Rp. 17.917.098.462,-

4 -

Ibid.
® Dokumen Keuangan BPRS Artha Mas Abadi
® Dokumen Keuangan, Ibid.
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Dokumen jumlah nasabah BPRS Artha Mas Abadi
Pati kurun waktu 2016 — 2017 adalah sebagai berikut:’

No | Jenis Pembiayaan dan Penghimpunan Dana | 2016 | 2017
1 | Murabahah 1048

2 | Musyarakah 448 | 409
3 | Qardh /Rahn 8 8
4 | Multijasa 10 9
5 | Tabungan 5.850 | 6.970
6 | Deposito 254 | 279
7 | MurabahahKaryawan 19
8 | Murabahah Usaha Mikro 4
9 | MurabahahPerdagangan 502
10 | MurabahahKolektif 587

D. Akad - akad yang digunakan di BPRS Artha Mas Abadi
Akad — akad yang digunakan di BPRS Artha Mas Abadi
terdapat pada beberapa produk yang ditawarkan oleh pihak BPRS
Artha Mas Abadi, produk — produk tersebut adalah produk
penyimpanan dana dan produk pembiayaan. ®
1) Produk Simpanan
a) Tabungan iB Wadiah
Tabungan iB Wadiah merupakan tabungan yang

dikelola dengan sistem titipan (wadiah). Dengan beberapa

7 Ibid, wawancara dengan Bapak Hidayat tanggal 5 Desember 2017 pukul
09.00 Wib.

8 Brosur Penghimpunan Dana dan Pembiayaan BPRS Artha Mas Abadi
Pati.
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ketentuan yaitu, setoran awal minimal Rp. 25.000,-, dapat

diambil kapan saja (on call), dan bonus (‘athaya) kompetitif.
b) Tabungan iB Mudharabah

Tabungan iB Mudharabah merupakan tabungan yang

dikelola dengan sistem bagi hasil ( mudharabah).

1. Tabungan iB Haji

Membantu mewujudkan niat anda beribadah haji lebih

mudah dan terencana. Ketentuan — ketentuan umum:

a.

Setoran awal minimum Rp. 100.000,-

Setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- per bulan.
Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan untuk
pembayaran ongkos naik haji (ONH).

Tabungan iB Qurban

Membantu merencanakan dan mewujudkan niat anda

untuk melaksanakan Ibadah Qurban, ketentuan:

o

a. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-.
b.

Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,- per bulan.

Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
Penarikan tabungan dapat dilakukan pada awal bulan
Dzulhijah atau jika pengendapan sudah sampai satu

tahun.

3. Tabungan iB Masa Depan

Membantu anda dalam merencanakan masa depam

(rencana pernikahan, persalinan, hari tua, dll). Ketentuan:
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a. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
b. Setoran selanjutnya Rp. 100.000,-.

134

Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.

o

. Jangka waktu minimal tahun.
4. Tabungan iB Pendidikan
Membantu anda dalam merencanakan biaya
pendidikan anak. Ketentuan:
a. Setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
b. Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,-.
c. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.
d. Jangka waktu menyesuaikan dengan jenjang pendidikan
anak.
c) Deposito iB Mudharabah
Deposito iB mudharabah merupakan layanan investasi
berjangka yang dikelola dengan sistem bagi hasil
(mudharabah). Ketentuan:
a. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-.
b. Jangka waktu 3,6 dan 12 bulan.

. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan akad perjanjian.

o

d. Pencairan bisa dilakukan pada saat jatuh tempo.
d) Keunggulan Produk Penghimpunan Dana’
1. Dikelola dengan sistem syariah.

2. Bagi hasil / bonus kompetetif.

® Ibid, Brosur BPRS Artha Mas Abadi
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Bebas biaya administrasi bulanan.

Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan)
sampai dengan 2 milyar rupiah.

Menjadi salah satu alternatif untuk merencanakan
masa depan lebih baik.

Menjadi salah satu alternatif investasi yang aman dan
terpercaya.

Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang nyaman.
Mendapatkan souvenir menarik langsung pada saat
pembukaan rekening.

Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
Mendapatkan bingkisan berupa perlengkapan sekolah

untuk tabungan pendidikan.

e) Syarat Pembukaan Rekening

1. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan /

deposito.

2. Melampirkan foto copy identitas diri berupa

KTP/SIM/Kartu pelajar.

3. Melampirkan foto copy akta kelahiran (untuk

tabungan pendidikan).

2) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan iB Murabahah

Pembiayaan iB  murabahah merupakan jenis

pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Dalam

pelaksanaannya BPRS Artha Mas Abadi melayani kebutuhan
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kepemilikan barang yang dibutuhkan dengan prinsip jual beli.
Fleksibel untuk memenuhi kebutuhan investasi maupun
konsumtif tetapi belum mempunyai dana yang cukup.
Pembelian ini dapat berupa pembelian sepeda motor, alat —
alat elektronik, kebutuhan rumah tangga, bahan — bahan
dagangan, dan lainnya.

Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.
Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
Keuntungan yang di dapat dalam pembiayaan murabaha di
BPRS Artha Mas Abadi memiliki keuntungan yang
kompetitif. Jangka waktu dalam pembiayaan iB murabahah
mulai 10 bulan sampai dengan 60 bulan. Syarat mengajukan
pembiayaan iB Murabahah adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami dan istri).
3. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua ( bila
pemohon masih lajang).
4. Foto copy kartu keluarga pemohon.
5. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan
bermotor:
a. Foto copy BPKB.
b. Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.
c. Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
d. Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu

Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
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6. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
a. Foto copy sertifikat
b. Foto copy KTP berlaku suami dan istri dan Kartu
Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
c. SPPT asli.
d. Melampirkan daftar rencana pembelian barang.
7. Pembiayaan iB Musyarakah®®

Pembiayaan iB musyarakah merupakan jenis
pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dalam
pelaksananya BPRS Artha Mas Abadi melayani kebutuhan
tambahan modal kerja bagi pelaku usaha musiman. BPRS
Artha Mas Abadi melakukan kerjasama untuk usaha
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun
konstruksi.

Dalam perjanjian akad ini menggunakan prinsip bagi
hasil. Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor.
Pembayaran modal dan bagi hasil dilakukan pada saat jatuh
tempo. Lama pembiayaan ini adalah 4, 5, 6, dan 9
bulan.Syarat pembiayaan iB musyarakah adalah
a. Mengisi formulir pendaftaran.

b. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami dan istri).
c. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua ( bila

pemohon masih lajang).

19 1bid, Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati
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d. Foto copy kartu keluarga pemohon.

e. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan
bermotor:

1. Foto copy BPKB.

2. Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.

3. Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.

4. Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga
pemilik agunan jika agunan milik orang lain.

f. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
1. Foto copy sertifikat
2. Foto copy KTP berlaku suami dan istri dan Kartu

Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
3. SPPT asli.

g. Melampirkan rencana biaya pengeluaran dan pemasukan
hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
maupun konstruksi.

h. Melampirkan rencana biaya pengeluaran dan pemasukan
hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,
maupun konstruksi.

b) Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayan iB multijasa merupakan jenis pembiayaan
yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan ini menjadi
solusi persoalan keuangan ummat di bidang haji dan umroh,
pendidikan, kesehatan, hajatan (khitan dan pernikahan).

Agunan dapat berupa tanah atau kendaraan bermotor. Jangka
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waktu pembiayaan multijasa 10 sampai dengan 60 bulan
dengan ujroh atau fee yang kompetitif. Syarat pengajuan
pembiayaan multijasa adalah:
a. Mengisi formulir pendaftaran.
b. Foto copy KTP berlaku pemohon (suami dan istri).
c. Foto copy KTP berlaku salah satu orang tua ( bila
pemohon masih lajang).
d. Foto copy kartu keluarga pemohon.
e. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan kendaraan
bermotor:
1. Foto copy BPKB.
2. Foto copy STNK dan pajak yang berlaku.
3. Asli gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
4. Foto copy KTP berlaku suami istri dan Kartu Keluarga
pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
f. Bagi pengajuan pembiayaan dengan agunan tanah/rumah
1. Foto copy sertifikat
2. Foto copy KTP berlaku suami dan istri dan Kartu
Keluarga pemilik agunan jika agunan milik orang lain.
3. SPPT asli.
4. Melampirkan rencana kebutuhan
c) Pembiayaan iB Gadai Emas
Gadai emas merupakan pembiayaan dengan
menggunakan prinsip gardh, ijarah, rahn. Pembiayaan gadai

emas merupakan solusi permasalahan keuangan umat, tanpa
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harus kehilangan perhiasan. Biaya penyimpanan kompetitif.

Jangka waktu pembiayaan ini 4 bulan. Persyaratan iB gadai

emas yaitu mengisi formulir pendaftaran, foto copy KTP dan

menyerahkan agunan berupa emas beserta surat — surat atau

kwitansinya.

d) Biaya — Biaya Produk Pembiayaan

1. Biaya administrasi.
2. Biaya materai.

3.
4

. Biaya pengikatan notaris (untuk jenis pengikatan

Biaya asuransi jiwa.

APHT/SKMHT dan Fidusia).

e) Keunggulan Produk pembiayaan

1.
2.
3.

Proses cepat dan mudah.

Dikelola dengan sistem syariah.

Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih
maju dan berkembang.

Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan

keuangan umat.

. Pelayanan dan fasilitas yang nyaman.

Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah, dan barokah.™

11 1bid, Brosur BPRS Artha Mas Abadi Pati
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Pelaksanaan Praktek akad mmudharabah dalam deposito
berjangka di BPRS Artha Mas Abadi
1. Produk deposito berjangka akad mudharabah di BPRS
Artha Mas Abadi

Jenis produk penghimpunan dana yang ditawarkan BPRS
Artha Mas Abadi Pati diantara produk penghimpunan dana
tersebut adalah produk penghimpunan dana deposito dengan akad
mudharabah. Penghimpunan dana deposito berjangka adalah
simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang
bersangkutan, dimana pihak BPRS sebagai mudharib dan pihak
nasabah (DPK) shahibul maal. Dalam mengelola dana deposito
mudharabah BPRS sebagai mudharib menyalurkan dana tersebut
pada produk — produk pembiayan syariah seperti, pembiayaan iB
Murabahah, pembiayaan iB Musyarakah, iB Multijasa, dan
pembiayaan iB Gadai Emas.

Akad mudharabah yang diambil BPRS Artha Mas Abadi
Pati merupakan suatu usaha dalam rangka melakukan pendekatan
kepada masyarakat awam yang belum mengerti berbagai macam
transaksi dalam Islam. Bagi masyarakat yang terpenting adalah
bagaimana mereka dapat investasi dengan mudah,cepat,

mendapatkan bunga banyak.
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Adapun mekanisme dalam penghimpunan dana deposito
berjangka pada BPRS Artha Mas Abadi adalah sebagai berikut:*?
1) Nasabah/anggota yang ingin mengajukan deposito berjangka

datang ke BPRS Artha Mas Abadi untuk mendapatkan
informasi deposito berjangka.

2) Membawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah /
anggota untuk mengajukan deposito berjangka yang terdiri
dari:

a. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan/deposito.

b. Melampirkan  foto copy identitas diri  berupa
KTP/SIM/Kartu pelajar.

c. Melampirkan foto copy akta kelahiran (untuk tabungan
pendidikan).

Dalam pernyataan isi surat perjanjian akad deposito iB
mudaharabah dijelaskan bahwa:

Nasabah berkehendak untuk menginvestasikan dananya kepada

Bank dengan prinsip Mudharabah dan Bank bersedia menerima

simpanan dana nasabah dengan prinsip mudharabah. Selanjutnya

Bank dan nasabah dengan ini telah setuju dan sepakat untuk

mengadakan deposito mudharabah (selanjutnyan disebut akad)

berdasarkan ketentuan — ketentuan sebagai berikut:
a. Nasabah dengan ini menitipkan dananya pada Bank dengan

prinsip mudharabah dalam bentuk deposito iB mudharabah

12 Wawancara dengan Ahmad Hidayatullah, SPI BPRS Artha Mas Abadi Pati,
tanggal 1 Oktober 2017.
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untuk jangka waktu....(......) bulan, dan dengan ini Bank
menyatakan bersedia mengelola dan
mengadministrasikannya dalam bentuk rekening deposito
dengan nomer rekening..... atas nama nasabah.

. Bahwa dana yang ditanamkan oleh nasabah tersebut dikelola
oleh Bank sesuai dengan prinsip mudharabah mutlagah.
Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank
dalam mengelola dana yang dihimpun sampai dengan
ditutupnya rekening deposito oleh nasabah dan berakhirnya
akad ini.

. Nasabah dan bank sepakat berbagi hasil atas keuntungan
yang diperoleh bank atas pengelolaan dana sesuai dengan
perbandingan bagi hasil (nisbah) untuk nasabah sebesar.....
% dan untuk bank sebesar... %. Apabila dikemudian hari ada
perubahan nisbah bagi hasil nasabah akan tunduk dan patuh
pada ketentuan atau peraturan baru yang berlaku pada bank.
. Apabila nasabah melakukan pencairan deposito sebelum
jatuh tempo, maka nasabah  menyetujui untuk tidak
memperoleh bagi hasil pada saat bulan dimana deposito
dicairkan.

. Apabila nasabah meninggal dunia, maka yang dapat menarik
saldo rekening adalah ahli waris atau pihak yang dituju.

. Nasabah dengan ini menyatakan setuju dan terikat pada
syarat- syarat mengenai setoran awal, saldo minimun, jangka

waktu, penarikan, penutupan rekening, dan lain — lain yang
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ditetapkan oleh bank dan ketentuan — ketentuan depsito
sebagaimana tercantum dalam bilyet deposito.

0. Segala sesuatu yang belum diatur atau perubahan dalam
akad ini akan diatur dalam surat menyurat berdasarkan
kesepakatan bersama antara bank dan nasabah yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

h. Perjanjian  ini  dimulai  berlaku  sejak  tanggal
ditandatanganinya.

2. Pihak — Pihak Dalam Penghimpunan Dana Deposito
Berjangka Akad Mudharabah

Pelaksanaan praktek penghimpunan dana yang dikelola
BPRS Artha Mas Abadi diantaranya merupakan produk deposito
berjangka dengan menggunakan akad mudharabah. Dalam
prakteknya prinsip akad mudharabah dalam deposito berjangka
dilakukan oleh dua orang,dimana pihak BPRS menyebutkan
bahwa pihak pertama nasabah sebagai pemilik modal atau
shahibul maal dan pihak kedua vyaitu pihak BPRS sebagai
pengelola modal disebut mudharib.

Awal mulanya dalam proses penandatanganan perjanjian
deposito berjangka akad mudharabah pihak BPRS Artha Mas
Abadi menjelaskan secara terperinci tentang akad mudharabah
dalam deposito berjangka, pembagian bagi hasil deposito
mudharabah, namun dalam prakteknya pihak BPRS menjelaskan
tentang suku bunga yang disetarakan kepada nasabah bagi

nasabah yang tidak mengetahui tentang bagi hasil mudharabah
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dikarenakan nasabah tidak menginginkan proses yang bertele —
tele, nasabah mnginginkan proses yang cepat dalam mengetahui
keuntungan deposito berjangka di BPRS.

Seperti contohnya waktu peneliti melakukan wawancara
dengan nasabah atas nama Bapak Sardju alamat Puncakwangi RT
10 RW 4 beliau mendepositokan dana sebesar Rp. 80.000.000
dengan perjanjian deposito ARO, deposito ARO adalah deposito
dimana jika telah jatuh tempo dan dana tersebut tidak diambil
maka pihak BPRS akan memperpanjang otomatis deposito
tersebut. Disini karena Bapak Sardju orang awam yang tidak
mengetahui tentang apa itu bagi hasil beliau hanya menanyakan
berapa persen keuntungan yang didapat atau istilahnya bunga
yang didapat."®

Nasabah kedua yang di wawancara peneliti adalah
nasabah atas nama Priyono alamat Desa Sugiyan RT 04 RW 03
mendepositokan dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan perjanjian
deposito non ARO. Deposito non ARO adalah deposito dimana
jika sebelum jatu tempo sudah diambil maka nasabah

mendapatkan denda penalti sebesar 0,6%."*

* Wawancara dengan nasabah BPRS Artha Mas Abadi Bapak Sardju
tanggal 16 november 09.00

14 Wawancara dengan nasabah BPRS Artha Mas Abadi Priyono tanggal 18
november 10.00
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3. Penetapan Bagi Hasil

Tingkat dalam menentukan bagi hasil dalam praktek di
BPRS Artha Mas Abadi disetarakan dengan suku bunga
konvensional. Besar bagi hasil ditentukan oleh BPRS yaitu 31 %
jangka waktu 1 bulan, 31 % jangka waktu 3 bulan, 35 % jangka
waktu 6 bulan, dan 39 % jangka waktu 12 bulan. Bagi hasil 31 %
dikalikan pendapatan yang didapatkan dari produk pembiayaan
misal dana pihak ketiga sebesar 50.000.000, pendapatan yang
didapatkan dari pembiayaan sebesar 1.260.542 maka bagi hasil
yang didapatkan oleh nasabah 390.768. Bagi anggota yang tidak
mengerti dan hanya mengikuti alur mengenai sistem bagi hasil
yang ditetapkan oleh Pihak BPRS karena pihak nasabah hanya
minta penjelasan tentang  suku bunga deposito berjangka
tersebut.

Dewan pengawas syariah dalam pengawasannya bertugas
mengizinkan produk — produk pembiayaan dan penghimpunan
dana serta mengkaji ulang sesuai aturan Islam apa tidak. Dalam
penetapan bagi hasil deposito, penetapan ini belum sepenuhnya
sesuai prinsip — prinsip syariah karena masih menyetarakan suku
bunga konvensional. Jika bagi hasil 31 % dengan jangka waktu 1
bulan maka Equivalen rate (suku bunga yang disetarakan dengan
bank konvensional) 0,78 %.

Dalam segi produk yang ada BPRS Artha Mas Abadi ini

setidaknya sudah mendekati syariah, semisal dari segi pelayanan,
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cara akad, cara pelayanan, komunikasi, dan kedua belah pihak
tidak dirugikan.®
4. Penetapan Administrasi
Dalam pembebanan biaya administrasi yang dikeluarkan
oleh BPRS Artha Mas Abadi, biaya — biaya yang timbul dalam
administrasi akan dibebankan kepada nasabah. Rincian bebann
biaya terseb adalah sebagai berikut:
a. Biaya penutupan tabungan Rp. 5.000,-.
b. Biaya penutupan deposito Rp. 6.000,-
c. Biaya pergantian buku tabungan yang hilang Rp. 5.000,-.
5. Penalti dalam deposito berjangka dengan akad mudharabah
Dalam hal pengambilan bagi hasil apabila pihak nasabah
mengambil bagi hasil sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan
penalti sebesar 0,6 %. Denda atau penalti untuk nasabah yang
memilih deposito ARO yaitu deposito yang apabila telah jatuh
tempo tapi pihak nasabah tidak mengambil dana tersebut maka
akan diperpanjang otomatis dan mendapatkan penalti sebesar 0,4
%.

15 Bapak Ahmad Hidayatullah,ibid



BAB IV
ANALISIS PRAKTEK PELAKSANAAN AKAD
MUDHARABAH DALAM DEPOSITO BERJANGKA

A. Analisis Terhadap Syarat dan Rukun Pelaksanaan Akad
Mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati
Tujuan diadakan penelitian ini terhadap praktek
penghimpunan dana deposito berjangka dengan akad mudharabah
adalah untuk mengetahui apakah akad dan praktek penghimpunan
dana deposito berjangka dengan akad mudharabah yang
dilakukan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati telah sesuai dengan
ketentuan hukum Islam yang teah dijabarkan oleh para ulamadan
dalam figh sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari akad
mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak
yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan
mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis,
tetapi tidak memiliki modal.

2. Objek akad, yaitu modal (maal),kerja (dharabah), dan
keuntungan (ribh).

3. Shighat, yaitu ijab dan gabul. Yaitu, ungkapan yang

dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk

84
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menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah
terima.’

Sedangkan praktek akad mudharabah dalam
pelaksanaan penghimpunan dana deposito mudharabah di
BPRS Artha Mas Abadi Pati dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Mudharib

Dalam Figh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus
dipenuhi oleh orang yang berakad yaitu shahibul maal
harus tamyis yaitu seseorang tersebut sudah mengetahui
mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai
hukum. Pihak BPRS Artha Mas Abadi bertindak sebagai
pengelola dana (mudharib) dalam penghimpunan dana
deposito berjangka dengan akad mudharabah. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pihak pengelola dana (mudharib)
sudah memenuhi rukun mudharabah untuk melakukan
akad.

2. Shahibul maal

Pihak pemodal atau shahibul maal yaitu nasabah
disyaratkan tamyiz, maka nasabah yang bisa mengajukan
deposito berjangka dengan akad mudharabah hanyalah
nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam

pelaksanaan  penghimpunan dana deposito berjangka

! Ascarya, ibid him 62
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telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki
KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah
berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sehingga
dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa
nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum
positif maupun secara figh.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pemodal atau
shahibul maal sudah memenuhi rukun mudharabah untuk
melakukan akad.

3. Objek akad?
a. Modal

Shahibul  maal  menyerahkan  modal
mudharabah kepada mudharib untuk membiayai suatu
proyek atau usaha yang akan dijalankan oleh
mudharib. Modal yang harus disediakan oleh shahibul
maal disyaratkan berbentuk uang dan jelas jumlahnya,
dalam bentuk tunai bukan utang. Utang tidak dapat
dijadikan modal mudharabah. Tetapi, jika modal
tersebut berupa al wadiah, yaitu titipan pemilik modal
kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan
modal mudharabah proyek atau usaha yang

memperoleh pembiayaan mudharabah. Mudharib juga

2 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah dan Kedudukan dalam

Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,2007,him.

30 —44.
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boleh ikut menanamkan modal untuk membiayai roy
Dalam prakteknya BPRS Artha Mas Abadi Pati
mensyaratkan modal shahibul maal adalah dalam
bentuk uang, tunai, jelas jumlahnya dan tidak boleh
utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal yang
diberikan shahibul maal sudah memenuhi rukun
mudharabah untuk melakukan akad.’
b. Kerja

Mudharib berkewajiban menyediakan
keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola
proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha
untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
Dalam hubungan perjanjian usaha terdapa dua macam
akad mudharabah yaitu mudharabah mutlagah dan
mudharabah mugayyadah. Mudharib bebas mengelola
modal yang diberikan oleh shahibul maal untuk usaha
apa saja yang menurut pertimbangannya akan
mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa
berlakunya, didaerah mana usaha tersebut akan
dilakukan, tidak ditentukan yang akan dikerjakan, dan
tidak ditentukan dari siapa barang — barang tersebut
akan dibeli. Mudharabah tersebut dinamakan

mudharabah mutlagah.

*|bid, Wawancara dengan Bapak Hidayat
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Apabila mudharabah tersebut mudharah
mugayyadah (mudharabah yang terbatas) mudharib
tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut
kehendaknya tetapi harus dengan memenuhi syarat —
syarat yang ditentukan oleh shahibul maal. Pad BPRS
Artha Mas Abadi dalam perjanjian akad mudharabah
deposito berjangka pihak BPRS menggunakan akad
mudharabah mutlagah dimana pihak nasabah atau
shahibul mal mempercayakan dengan penuh modal
tersbeut untuk dikelola oleh pihak BPRS.
¢. Keuntungan

Keuntungan bersih ( net profit) dibagi antara shahibul
maal dan mudharib berdasarkan profit and loss sharing
principle. Istilah profit and loss sharing tidak tepat
digunakan, karena yang dibagi antara shahibul maal dan
mudharib bukan termasuk kerugiannya (loss) melainkan
hanya keuntungannya saja (profit). Oleh karena itu tepat
bila menggunakan istilah bagi hasil. Dalam perjanjian
mudharabah pembagian keuntungan bersih tersebut harus
telah diperjanjikan sebelumnya (perjanjian dimuka) dan
harus secara eksplisit ditentukan di dalam perjanjian
mudharabah. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas
maka akad mudharabah tersebut cacat (fasid).

Dalam penentuan bagi hasil keuntungan mudharabah
BPRS Artha Mas Abadi dan nasabah melakukan
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kesepakatan di awal akad untuk menentukan bagi hasil
deposito berjangka dengan akad mudharabah. Tetapi
dalam akad tersebut BPRS sudah menetapkan beberapa
persentase akad mudharabah dalam deposito berjangka
jadi pihak nasabah tinggal memilih berapa persentase
yang akan dipilih nasabah tersebut. Seharusnya BPRS
dalam menetapkan persentase bagi hasil tersebut
menentukannya dengan nasabah. Jadi dapat disimpulkan
bahwa penetapan persentase  keuntungan belum
memenuhi rukun mudharabah untuk melakukan akad.
4. Shighat
a. ljab dan Qabul
Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya
aaku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang dan
usaha, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan ada
ucapan gabul dari pengelola dana. Dalam prakteknya
BPRS melakukan kesepakatan akad kerjasama
mudharabah yang dituangkan dalam perjanjian akad
deposito iB mudharabah yang didalamnya terdapat
beberapa ketentuan — ketentuan dimana shahibul maal
atau nasabah dan BPRS atau mudharib wajib

mematuhinya.
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Syarat — syarat minimum yang harus tercantum
dalam akad mudharabah untuk tabungan dan deposito adalah:*
1. Adanya pihak — pihak yang melakukan akad
Bank bertindak selaku pengelola dana ( mudharib),
sementara nasabah bertindak selaku pemilik dana
(shahibul maal). Jadi,dana yang disetorkan oleh nasabah
ke dalam rekening mudharabah (baik berbentuk giro,
tabungan, deposito) akan dikelola oleh bank dengan
sedemikian rupa, yang kemudian hasilnya akan dibagikan
kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati di awal.
Dalam prakteknya BPRS melakukan kerjasama
diwakilkan ooleh direksi operasional kalau tidak ada
diwakilkan kabag operasional.
2. Dananya harus disetorkan penuh

Jadi, tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk
cicilan atau bertahap. Apabila seorang calon deposan akan
mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000,00
calon deposan itu harus menyetorkannya secara langsung.
Tidak boleh disetor Rp. 5.000.000,00 kemudian sisanya
dicicil setiap bulan senilai Rp. 1.000.000,00.

* Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, Panduan Lengkap
Hukum Praktis Populer Kiat — Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami
Masalah Akad Syariah, Bandung: Kaifa, 2011,him. 33-34.



91

Dana yang disetorkan oleh nasabah BPRS Artha Mas
disetorkan secara penuh tidak dalam bentuk utang.
Pembagian keuntungan dalam nasabah

Pembagian  keuntungan  dibuatkan  persentase
pembagiannya, misalnya 6:4 yang besarnya ditentukan di
awal. Pembagian keuntungan dalam perjanjian akad
deposito iB mudharabah BPRS sudah menentukan nisbah
bagi hasil bukan dengan kesepakatan dengan pihak
nasabab. BPRS sudah menentukan persentase bagi hasil
sebelum akad terjadi.

Pada tabungan, nasabah wajib menginvestasikan dana
minimum tertentu.

Tidak seperti tabungan wadi’ah, pada tabungan yang
menggunakan skema mudharabah akan ditetapkan adanya
saldo minimum dalam rekening nasabah. Misalnya,
minimum saldo sejumlah Rp. 1.000.000,00. Artinya jika
sewaktu — waktu nasabah akan menarik dananya, dalam
rekening mudharabah tersebut harus tetap ada dana
mengendap minimal sebesar Rp. 1.000.000,00.

Nasabah BPRS Artha Mas Abadi wajib menginvestasikan
dana minimal Rp. 1.000.000,-.
Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan

Walaupun sifatnya tabungan (bukan deposito
misalnya), karena yang digunakan adalah skema

mudharabah, dana yang ditabungkan tersebut akan
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digunakan oleh bank untuk diinvestasikan kembali ke
dalam berbagai macam usaha yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan mengembangkannya,
termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
Oleh karena itu, nasabah tidak boleh mengambil dana
tersebut sewaktu — waktu. Harus ditetapkan akan ditabung
oleh nasabah yang bersangkutan dalam jangka waktu
yang telah disepakati diawal akad ( misalnya 1 bulan, 3
bulan, 12 bulan).

Dalam prakteknya apabila nasabah menarik dana di
luar kesepakatan maka BPRS akan mengenakan dendan
penalti pada nasabah tersebut sebesar 0,6 % pada deposito
non Aro dan 0,4 %pada deposito ARO.

Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah

Prakteknya apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil
maka pihak BPRS memberitahukan kepada nasabah.

Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur berbeda
dalam perundang — undangan yang berlaku.

Jadi, pada dasarnya tidak ada jaminan dari bank
dalam penyimpanan dana nasabah di bank syariah. Walau
begitu, jika penjaminan tersebut dilakukan oleh
Pemerintah (dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan),
hal tersebut dibolehkan asalkan tidak diatur secara khusus
dalam akad mudharabah untuk giro dan tabungan.BPRS

tidak menjamin dana nasabah kecuali dana nasabah
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sebesar 2 milyar yang dijamin oleh LPS ( Lembaga
Penjamin Syariah).

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito
Berjangka Akad Mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi
Pati

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab
sebelumnya, BPRS Artha Mas Abadi Pati merupakan suatu
lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip — prinsip
syari’ah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam
operasionalnya. Dengan prinsip ini BPRS Artha Mas Abadi Pati
berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat yang memilki
harta lebih dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang
membutuhkan modal untuk usahanya. Dengan demikian BPRS
Artha Mas Abadi dapat menciptakan masyarakat untuk
melakukan kerjasama ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah
dan menjauhi riba.

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung
tinggi keseimbangan diantara kemaslahatan individu dan
masyarakat. Segala aktifitas yang diusahakan dalam ekonom
Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan.
Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari rejeki yang
ada, dan tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki

yang ada. Bekerja tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai
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bentuk misalnya perdagangan, pertanian,perkebunan, perikanan,
bisnnis atu kerjasma dan bentuk usaha yang lain.

Salah satu bentuk usaha atau kerjasma yang lain tersebut
dalam ekonomi Islam adalah deposito berjangka dengan akad
mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil. Mudharabah
adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak
pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua
(mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Islam
mensyariatkan dan membolehkan mudharabah untuk memberikan
keringan kepada manusia. Kadang terdapat masyarakat yang
memiliki harta lebih tapi tidak mempunyai kemampuan untuk
melakukan suatu usaha, dan ada juga sebagian masyarakat yang
mempunyai kemampuan berusaha tapi tidak memiliki dana.

Dalam mempertemukan kepentingan pemodal (shahibul
maal) sebagai nasabah dan BPRS Artha Mas Abadi sebagai
pengelola dana (mudharib), BPRS Artha Mas Abadi
menggunakan akad mudharabah dalam pelaksanaan deposito
berjangka, akad yang dilakukan BPRS sebagai mudharib dengan
para nasabah deposito adalah untuk mengumpulkan dana dalam
rangka mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari produk —
produk pembiayaan. Deposito berjangka merupakan sumber dana
yang paling utama dan sangat penting bagi lembaga keuangan
syariah maupun konvensial, dikarenakan deposito mempunyai

jangka waktu atau tempo tertentu didalam penarikannya.
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Berkaitan dengan prosedur penghimpunan dana deposito
mudharabah dengan akad mudharabah pada BPRS Artha Mas
Abadi tidak beda jauh dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam
prosedur penghimpunan dana deposito berjangka nasabah harus
melalui beberapa tahap pengajuan pembukaan rekening deposito
berjangka diantaranya setoran minimal Rp. 1.000.000,-. Pada
penetapan tersebut nasabah harus memenuhi persyaratan —
persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk
mengenali identitas nasabah dan menghindari kesalahpahaman di
kemudian hari.

Setiap tahap awal nasabah mengisi blangko perjanjian
antara pihak BPRS dan nasabah yang didalamnya terdapat
beberapa ketentuan — ketentuan yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak antara nasabah dan pihak BPRS.Kesepakatan
tersebut adalah kesepakatan dalam pemilihan jangka waktu dan
atau lamanya deposito, dan persentase bagi hasil yang diperoleh
BPRS dan nasabah. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat
variatif, yaitu 3, 6, 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan
adalah akad mudharabah. Simpanan deposito berjangka tidak bisa
diambil atau dicairkan sebelum jatuh tempo.

Apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka pihak
BPRS menjatuhkan denda penalti sebesar 0,6 %, kecuali nasabah
tersebut di awal melakukan kesepakatan dengan pihak BPRS
bahwa apabila jatuh tempo dan belum diambil maka secara

otomatis akan diperpanjang yang biasanya disebut dengan
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deposito ARO. BPRS menetapkan penalti dalam deposito ARO
sebesar 0,4 karena walaupun nasabah memperpanjang secara
otomatis dikhawatirkan nasabah menarik dana sebelum jatuh
tempo. BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam perhitungan
keuntungan bagi hasil mudharabah masih mengacu pada tingkat
suku bunga bank konvensional.

Penggunaan istilah bagi hasil hanya di gunakan untuk
para nasabah yang mengerti dan paham apa itu bagi hasil
mudharabah dan bagi masyarakat yang tidak paham pihak BPRS
menjelaskan keuntungan tersebut diperoleh dari sekian persen
dalam persentase suku bunga bank konvensional. Perhitungan
bagi hasil ynag diterapkan oleh BPRS adalah perhitungan yang
menggunakan equivalen rate. Equivalen rate adalah suku bunga
per hari per minggu, per bulan atau per tahun untuk sejumlah
pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu, yang jika
dihitung secara bunga per bunga, memberikan hasil bunga yang
sama.

Misal nasabah mendepositokan dana nya di BPRS
dengan nisbah bagi hasil 31 : 69 dengan equivalen rate sebesar
0,62%. Nasabah mendepositokan dana sebesar Rp. 50.000.000,-,
pendapatan yang diperoleh oleh pihak BPRS sebesar Rp.
1.008.064. Bagi hasil yang diperoleh oleh nasabah adalah 31% x
1.008.064 = 312.500,-. Bagi hasil yang didapat oleh nasabah
adalah Rp. 312.500,-. Karena BPRS menyetarakan keuntungan

tersebut dengan suku bunga konvensional penghitungan yang



97

dilakukan BPRS adalah sebagai berikut, 0,62% tersebut didapat
dari Rp.312.500: Rp. 50.000.000,-x100%. Pendapatan nasabah
dihitung dengan menggunakan equivalen rate per bulan / per
tahun dikalikan saldo rata — rata harian.

Misalnya nasabah mendepositokan dana sebesar
Rp.50.000.000,- x 0,62% maka pendapatan atau keuntungan
nasabah adalah Rp. 310.000,-. Seharusnya BPRS Artha Mas
Abadi Pati benar — benar menggunakan sistem bagi hasil yang
telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI dan Undang — Undang
Perbankan Syariah tentang Deposito. Pembagian keuntungan
tersebut harus berdasarkan bagi hasil bukan berdasarkan
equivalen rate atau suku bunga konvensional. BPRS Artha Mas
Abadi dalam penetapan bagi hasil deposito berjangka dengan
akad mudharabah belum sesuai dengan syariah dikarenakan cara
penetepan keuntungan yang dilakukan BPRS menggunakan
sistem perhitungan suku bunga yang dimana perhitungan besar
bagi hasil tersebut didasarkan pada jumlah dana atau modal
nasabah yang dikelola oleh pihak BPRS.

Besar persesntase bagi hasil juga ditentukan di awal oleh
pihak BPRS. Seharusnya perhitungan persentase bagi hasil
menurut Fatwa Dewan Syariah nasional NO: 115/ DSN — MUI
/1X/2017 agar tidak mengandung riba adalah didasarkan pada
keuntungan yang diperoleh dari produk — produk pembiayaan
bukan dari modal atau dana nasabah. Dengan demikian, praktek

pembungaaan uang termasuk salah satu bentuk riba.
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Menurut penulis diharamkannya riba, karena perbuatan
tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu pihak nasabah
yang seharusnya modal awal masih utuh dikarenakan perhitungan
bagi hasil dihitung dari persentase modal dari nasabah. Jika
terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak nasabah. Islam
juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu
antara BPRS dan nasabah, sedangkan riba hanya mementingkan
salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain dirugikan. Jadi
perjanjian akad mudharabah dalam deposito mudharabah menjadi
rusak karena tidak terpenuhinya prinsip — prinsip syariah.

Dengan melihat sistem bagi hasil yang dipraktekkan oleh
bprs Artha Mas Abadi seperti yang dipaparkan di atas dan
selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep bagi hasil di dalam
literatur — literatur ekonomi Islam, makadapat dikatakan bahwa
bagi hasil yang dipraktekkan oleh BPRS Artha Mas Abadi Pati
adalah belum sesuai dan menyimpang dari teori — teori ekonomi
Islam. hal ini dikarenakan bagi hasil ditetapkan dengan

berdasarkan persentase nominal deposit.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan deposito mudharabah di BPRS Artha Mas di Pati
dalam akad perjanjian deposito iB mudharabah nasabah
sebagai shahibul maal menyetorkan dana minimal Rp.
1.000.000,- dengan jangka waktu 3, 6,12 bulan diserahkan
kepada BPRS Artha Mas Abadi sebagai mudharib. Nasabah
menitipkan dananya pada bank dengan prinsip mudharabah
mutlagah, bank menyatakan bersedia mengelola dan
mengadministrasinya dalam bentuk deposito berjangka.
Nasabah dan bank sepakat untuk berbagi hasil atas
keuntungan yang diperoleh bank atas pengelolaan dana
tersebut. Apabila nasabah melakukan pencairan deposito
sebelum jatuh tempo maka nasabah tidak memperoleh bagi
hasil pada saat bulan dimana deposito dicairkan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan deposito
mudharabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati. Penghimpunan
dana dengan akad mudharabah dalam produk deposito
berjangka di BPRS Artha Mas Abadi Pati dalam Fatwa
Dewan Syariah nasional NO: 115/ DSN — MUI /I1X/2017,
Fatwa Dewan Syariah NO: 03/DSN — MUI/IV/2000, dan
kodifikasi Peraturan Bank Indonesia BAB Il Pasal 3,
9/19/PBI1/2007 Butir a, SE 10/14/DPbs 2008 Romawi Il
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tentang deposito dengan akad mudharabah belum sesuai
syariah karena tidak menjelaskan kepada nasabah yang belum
mengetahui tentang bagi hasil dalam deposito iB mudharabah
dikarenakan nasabah tidak mau repot sehingga waktu
pembukaan rekening deposito iB mudharabah nasabah
menanyakan tentang suku bunga yang didapatkan jika
mendepositokan dananya di BPRS Artha Mas Abadi. Bagi
hasil yang dipraktekkan BPRS Artha Mas Abadi Pati
menggunakan persentase dari besarnya nilai simpanan dana
nasabah bukan dari profit atau keuntungan sesuai porsi yang
telah disepakati. Seharusnya pengelola BPRS Artha Mas
Abadi Pati menerapkan bagi hasil akad mudharabah pada
produk deposito berjangka, selain itu bagi hasil yang
dipraktekkan harus benar — benar membagikan keuntungan
atau profit yang diperoleh dari pengelolaan dana deposito
berjangka bukan dari simpanan dana nasabah deposito
berjangka.
B. Saran
Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir ini, ada beberapa
saran untuk pihak BPRS Artha Mas Abadi yang menjadi obyek
dalam
1. Dalam operasionalnya BPRS Artha Mas Abadi Pati harus
tetap berpegang pada prinsip syariah Islam baik untuk
penyaluran dana maupun untuk penghimpunan dana,
sehingga fungsi BPRS Artha Mas Abadi Pati sebagai
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lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk
ekonomi umat dapat tercapai.

2. Pengelola BPRS Artha Mas Abadi hendaknya
mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki
perhitungan persentase bagi hasil keuntungan deposito iB
mudharabah sesuai dengan hukum Islam.

3. Dewan Pengawas Syariah BPRS Artha Mas Abadi sebagai
pihak yang mengawasi dan bertanggung jawab atas prinsip —
prinsip syariah yang diberlakukan, hendaknya benar — benar
mengawasi dan mengatur ketentuan — ketentuan syariah
yang berlaku dalam lembaga keuangan BPRS ini. Sehingga
dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak
pengelola tidak melenceng dari hukum syariat.

4. Bagi nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan
dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi dalam
surat perjanjian deposito iB mudharabah tersebut.

C. Penutup
Alhamdulillah akhirnya dengan berkat dan rahmat Allah
SWT, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
Namun penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan
dalam penyusunan tugas akhir ini baik dalam penggunaan bahasa
maupun isinya. Hal ini merupakan kekhilafan dan kelalaian
penulis dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun
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untuk  menjadikan  penyusunan tugas akhir  menuju
kesempurnaan.

Akhirnya penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah
kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan
rahmat, taufik serta hidayah — Nya kepada seluruh umat — Nya.
Semoga kita selalu mendapat ridho — Nya.
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